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Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui: 1) Pengaruh Pendapatan Asli 
Daerah terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2) 
Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta. 3) Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal 
di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 4) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, 
Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama terhadap 
Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten dan kota di Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Data yang digunakan berasal dari laporan Laporan 
Realisasi APBD tahun 2010-2016. Teknik pengumpulan data menggunakan 
metode dokumentasi. Uji prasyarat analisis menggunakan uji asumsi klasik, yaitu 
uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. 
Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear sederhana 
dan analisis regresi linear berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Terdapat pengaruh positif dan 
signifikan Pendapatan Asli Daerah (  ) terhadap Belanja Modal (Y) di Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta, ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi (    ) = 
0,739, koefisien determinasi (     ) = 0,546 dan t hitung 6,302 > t tabel 2,040 . 2) 
Terdapat pengaruh positif dan signifikan Dana Alokasi Umum (  ) terhadap 
Belanja Modal (Y) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, ditunjukkan dengan 
nilai koefisien korelasi (    ) = 0,806, koefisien determinasi ( 
 
   ) = 0,650 dan t 
hitung 7,824 > t tabel 2,040. 3) Terdapat pengaruh positif dan signifikan Dana 
Alokasi Khusus (  ) terhadap Belanja Modal (Y) di Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta, ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi (    ) = 0,427, koefisien 
determinasi (     ) = 0,182 dan t hitung 2,720 > t tabel 2,040. 4) Terdapat 
pengaruh positif Pendapatan Asli Daerah (  ), Dana Alokasi Umum (  ) dan 
Dana Alokasi Khusus (  ) secara bersama-sama terhadap Belanja Modal (Y) di 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, ditunjukkan dengan nilai koefisien 
korelasi (         ) = 0,882, koefisien determinasi ( 
 
        ) = 0,779 dan nilai F 
hitung 36,368 > F tabel 2,92. 
 
Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi 
Khusus, Belanja Modal 
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THE EFFECT OF ORIGINAL LOCAL GOVERNMENT REVENUES (PAD), 
GENERAL ALLOCATION FUNDS (DAU) AND SPECIAL ALLOCATION 
FUNDS (DAK) TO THE CAPITAL EXPENDITURES IN SPECIAL REGION 








The aims of this research are to know: 1) The effect of Original Local 
Goverment Revenues to the Capital Expenditures in  Special Region of 
Yogyakarta Province. 2) The effect of General Allocation Funds to the Capital 
Expenditures in Special Region of Yogyakarta Province. 3) The effect of Special 
Allocation Funds to the Capital Expenditures in Special Region of Yogyakarta 
Province. 4) The effect of Original Local Goverment Revenues, General 
Allocation Funds and Special Allocation Funds simultaneously to the Capital 
Expenditures in Special Region of Yogyakarta Province. 
The population in this research is regency and municipality in Special 
Region of Yogyakarta Province. Data used comes from APBD Realization Report 
years 2010-2016. The technique of collecting data used documentation method. 
The test of prerequisite analysis used classical assumption test, those are 
normality, multicolinearity, heteroscedasticity and autocorrelation. The 
hypothesis test in this research used simple and multiple linear regression 
analysis. 
The result of this research showed that: 1) There is positive and significant 
effect of Original Local Goverment Revenue to the Capital Expenditures in 
Special Region of Yogyakarta Province, this is indicated by the correlation 
coefficient (    ) = 0,739, determination coefficient( 
 
   ) =  0,546 and t 
arithmetic 6,302 > t table 2,040. 2) There is positive and significant effect of 
General Allocation Funds to the Capital Expenditures in Special Region of 
Yogyakarta Province, this is indicated by the correlation coefficient (    ) = 
0,806, determination coefficient (     ) = 0,650 and t arithmetic 7,824 > t table 
2,040. 3) There is positive and significant effect of Special Allocation Funds to the 
Capital Expenditures in Special Region of Yogyakarta Province, this is indicated 
by the correlation coefficient (    ) = 0,427, determination coefficient = ( 
 
   ) 
0,182 and t arithmetic 2,720 > t table 2,040. 4) There is positive and significant 
effect of Original Local Goverment Revenues, General Allocation Funds, and 
Special Allocation Funds simultaneously to the Capital Expenditures in Special 
Region of Yogyakarta Province, this is indicated by the correlation coefficient 
(          ) = 0,882, determination coefficient ( 
 
        ) = 0,779 and F aritmetic 
36,368 > F table 2,92. 
Keywords: Original Local Goverment Revenues, General Allocation Funds, 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah pasal 50 menjelaskan bahwa kelompok Belanja Langsung 
pemerintah daerah terdiri dari tiga komponen, yaitu: 1) Belanja Pegawai, 2) 
Belanja Barang dan Jasa, dan 3) Belanja Modal. Belanja Modal menurut 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 merupakan pengeluaran yang 
dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan aset lainnya yang 
mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan 
dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan 
mesin, gedung dan bangunan, jaringan, buku perpustakaan dan hewan. 
Mardiasmo (2004: 187) menjelaskan bahwa Belanja Modal adalah Belanja 
Langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (menambah 
aset). Belanja Modal merupakan komponen Belanja Langsung dalam 
anggaran pemerintah yang menghasilkan output berupa aset tetap yang dalam 
pemanfaatan aset tetap tersebut ada yang bersinggungan langsung dengan 
pelayanan publik dan ada yang tidak dimanfaatkan langsung oleh publik. 
Pemanfaatan aset tetap yang bersinggungan langsung dengan pelayanan 
publik diantaranya adalah jalan raya, jembatan, trotoar, rambu lalu lintas, dan 
stadion atau gedung olahraga. Pemanfaatan aset yang tidak berhubungan 
 2 
 
langsung dengan pelayanan publik atau tidak dimanfaatkan langsung oleh 
publik yaitu seperti gedung kantor pemerintahan.  
Sejalan dengan pembaharuan peraturan yang mendasari pengelolaan 
keuangan daerah yaitu dengan diamandemennya UU No. 22 Tahun 1999 
menjadi UU No. 32 Tahun 2004, kemudian diikuti dengan amandemen PP 
No. 105 Tahun 2000 menjadi PP no. 58 Tahun 2005, dan amandemen 
Kepmendagri No. 29 Tahun 2005 menjadi Permendagri No. 13 Tahun 2006, 
pengalokasian sumber daya ke dalam Belanja Modal (Capital Expenditures) 
sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan 
prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Pada prinsipnya, 
Belanja Modal dialokasikan untuk menghasilkan aset tetap milik pemerintah 
daerah yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah atau masyarakat 
daerah yang bersangkutan. Alokasi tersebut didasarkan pada kebutuhan 
daerah akan sarana dan prasarana untuk kelancaran tugas pemerintah daerah 
atau fasilitas publik. Ulum (2008: 251) menjelaskan bahwa pemerintah 
daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja Modal dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menambah aset 
tetap yang didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana baik 
untuk kelancaran tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Oleh 
karena itu, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah 
daerah lebih meningkatkan alokasi untuk Belanja Modal dengan cara 
meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah yang mempengaruhi 
pemerintah daerah dalam mengalokasikan Belanja Modal. 
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Sumber-sumber yang mempengaruhi Belanja Modal adalah besar 
kecilnya pendapatan daerah. Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah, pendapatan daerah terdiri atas: 1) Pendapatan Asli 
Daerah (PAD), 2) Pendapatan Transfer, dan 3) Lain-lain Pendapatan Daerah 
yang Sah. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa 
pemerintah daerah mempunyai sumber pendanaannya sendiri berupa 
Pendapatan Asli Daerah (PAD), di samping itu pemerintah pusat juga akan 
mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum 
(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Kedua 
dasar hukum tersebut menegaskan bahwa pengalokasian Belanja Modal untuk 
kelancaran tugas pemerintah daerah ataupun untuk kesejahteraan masyarakat 
dipengaruhi oleh sumber-sumber pendapatan daerah. Oleh karena itu dapat 
pula dikatakan bahwa Belanja Modal dipengaruhi berbagai faktor diantaranya 
adalah: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), 2) Dana Alokasi Umum, 3) Dana 
Alokasi Khusus (DAK), 4) Dana Bagi Hasil (DBH), dan 5) Lain-lain 
Pendapatan Daerah yang Sah. 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penghasilan yang berasal dari 
daerah sebagai modal utama untuk membiayai pemerintahan dan 
pembangunan daerah dan merupakan cermin kemandirian bagi suatu daerah. 
Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah dan 
perusahaan daerah (Kuncoro, 2014: 7). Sumber Pendapatan Asli Daerah 
terbesar berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Setiap daerah 
mempunyai dasar tersendiri untuk pengenaan pajak dan retribusi daerah 
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tergantung dengan kebijakan dan peraturan daerah setempat. Besarnya 
persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah menunjukkan 
sumbangan Pendpatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah. 
Sumbangan realisasi pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013 
mencapai 38,87% dari total pendapatan daerah. Hal tersebut ditunjukkan pada 
tabel realisasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut: 
Tabel 1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah di 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013. 









D.I. Yogyakarta 1.004.063,12 38,87 40,01 
Kab. Kulonprogo 95.991,51 9,57 9,95 
Kab. Bantul 224.197,86 14,75 16,16 
Kab. Gunung Kidul 83.427,45 6,72 7,07 
Kab. Sleman 449.270,30 23,65 26,53 
Kota Yogyakarta 383.052,14 29,25 31,07 
 Sumber: Statistik Keuangan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta 2013-
2014: 10. 
 
Dari tabel di atas terlihat bahwa besarnya sumbangan Pendapatan Asli Daerah 
terhadap pendapatan pemerintah daerah di Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta pada tahun 2013 terlihat masih kecil. Dari lima kabupaten/kota di 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hanya ada tiga kabupaten/kota yang 
sumbangan Pendapatan Asli Daerahnya di atas 10 persen, yaitu Kabupaten 
Bantul sebesar 14,75 persen, Kabupaten Sleman Sebesar 23,65 persen, dan 
Kota Yogyakarta sebesar 29,25 persen. Besarnya sumbangan PAD untuk 
Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunung Kidul masih di bawah 10 
persen. Hal ini mengharuskan pemerintah daerah untuk berupaya 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara terus-menerus dan 
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berkelanjutan agar Pendapatan Asli Daerah terus meningkat dan memperkecil 
ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Dengan adanya peningkatan 
Pendapatan Asli Daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan 
anggaran untuk Belanja Modal sehingga pemerintah daerah dapat 
memberikan pelayanan publik yang berkualitas terhadap masyarakat. 
Dana Perimbangan (Pendapatan Transfer) menurut Kuncoro (2014: 58), 
adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan 
kepada daerah untuk membiayai kebutuhannya dalam rangka pelaksanaan 
desentralisasi. Dana perimbangan sendiri terdiri dari Dana Alokasi Umum 
(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).  Dana 
Alokasi Umum menurut Halim (2008: 160) merupakan Dana yang berasal 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan 
dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai 
kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Realisasi 
Dana Alokasi Umum (DAU) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada 
tahun 2013 adalah sebagai berikut: 
Tabel 2. Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Daerah di 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013. 








D.I. Yogyakarta 757.056,70 29,31 30,17 
Kab. Kulonprogo 594.978,79 59,31 61,68 
Kab. Bantul 854.810,63 56,23 61,60 
Kab. Gunung Kidul 779.069,24 62,72 66,01 
Kab. Sleman 891.589,91 46,94 52,65 
Kota Yogyakarta 597.212,21 45,60 48,44 





Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa persentase Dana Alokasi Umum yang 
diterima oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebesar 29,31 
persen. Dari kelima kabupaten/kota yang ada di Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta terlihat bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah 
Istimewa Yogyakarta tergolong masih tinggi dikarenakan masih ada tiga 
kabupaten yang tingkat penerimaan Dana Alokasi Umum-nya di atas 50 
persen, yaitu Kabupaten Kulonprogo sebesar 59,31 persen, Kabupaten Bantul 
sebesar 56,23 persen, dan Kabupaten Gunung Kidul sebesar 62,72 persen. 
Semakin besar penerimaan Dana Alokasi Umum yang merupakan sumber 
pendapatan daerah diharapkan dapat meningkatkan alokasi Belanja Modal 
oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, dengan semakin 
besarnya persentase Dana Alokasi Umum yang diterima oleh pemerintah 
daerah, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap 
pemerintah pusat tinggi. 
Dana perimbangan lain selain Dana Alokasi Umum adalah Dana Alokasi 
Khusus. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang dialokasikan 
oleh pemerintah pusat untuk daerah khusus terpilih untuk tujuan nasional 
khusus. Kebutuhan khusus yang dimaksud dalam Dana Alokasi Khusus 
adalah: 1) kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah terpencil dan tidak 
memiliki akses memadai ke daerah lain, 2) kebutuhan prasaranan dan sarana 
fisik di daerah yang menampung transmigrasi, 3) kebutuhan prasarana dan 
sarana fisik yang terletak di daerah pesisir/kepulauan dan tidak mempunyai 
prasaranan dan sarana yang memadai, dan 4) kebutuhan prasarana dan sarana 
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fisik di daerah guna mengatasi dampak kerusakan lingkungan (Kuncoro, 
2014: 70). Dana bagi hasil merupakan yang bersumber dari pendapatan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada 
daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah 
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi otonomi daerah (UU/33/2004). 
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana 
Alokasi Khusus (DAK) merupakan sumber-sumber pendapatan daerah yang 
digunakan oleh pemerintah daerah untuk pengeluaran kepentingan daerah. 
Pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah disebut dengan Belanja 
Daerah. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum 
daerah yang mengurangi ekuitas dana yang merupakan kewajiban daerah 
dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh kembali pembayarannya 
oleh daerah (Afifah, 2010: 15). Belanja Daerah sendiri terdiri dari dua bagian 
yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal. Permasalahan yang kerap terjadi 
dalam pengelolaan keuangan daerah adalah persentase dana yang digunakan 
untuk Belanja Operasi lebih besar dibandingkan dengan Belanja Modal, hal 
ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah cenderung konsumtif dan tingkat 
produktifitas pemerintah daerah rendah. Di lain pihak masyarakat 
mengharapkan adanya peningkatan pelayanan publik yang ditandai dengan 
presentase Belanja Modal yang semakin meningkat. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi Belanja Modal seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya 
yaitu: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), 2) Dana Alokasi Umum (DAU), 3) 
Dana Alokasi Khusus (DAK), dan 4) Dana Bagi Hasil. Dana Bagi hasil 
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sebagai salah satu bagian dari Dana Perimbangan tidak termasuk dalam 
variabel dalam penelitian ini karena pengaruhnya yang tidak signifikan  
Belanja Modal berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang. 
Menurut konsep Multi-Term Expenditure Framework (MTEF), kebijakan 
Belanja Modal harus memperhatikan kemanfaatan (usefullnes) dan 
kemampuan keuangan pemerintah daerah (budget capability) dalam 
pengelolaan aset dalam jangka panjang (Allen dan Tommasi, 2001). Dalam 
hal ini pengadaan sarana dan prasarana yang termasuk dalam kategori Belanja 
Modal haruslah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah masing-masing daerah. 
Pemanfaatan dan pengalokasian Belanja Modal juga diharapkan dapat 
memberikan manfaat tersendiri bagi daerah baik dalam peningkatan kualitas 
pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan peningkatan kualitas publik lainnya. 
Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan Belanja Modal hendaknya 
dialokasikan untuk hal-hal yang produktif seperti pembangunan. Darmawanto 
dan Yustikasari (2007) menjelaskan bahwa penerimaan pemerintah 
hendaknya lebih banyak untuk program-program pelayanan publik. Kedua 
pernyataan tersebut menyiratkan bahwa pemanfaaatan Belanja Modal untuk 
berbagai kepentingan publik sangat penting untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat.  
Pemerintah pusat terus mendorong pemerintah daerah agar persentase 
Belanja Modal terus ditingkatkan mulai dari 24%, kemudian 26-27% hingga 
pada tahun 2014 menjadi 30% (Ditjen Bina Keuangan Daerah, 2013). 
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Meskipun pemerintah pusat telah mendorong untuk meningkatkan 
pengalokasian Belanja Modal, namun realitasnya persentase Belanja Modal 
dalam pelaksanaannya memiliki kecenderungan yang semakin menurun jika 
dibandingkan dengan total belanja daerah (Halim, 2014: 226). Seharusnya 
pemerintah daerah lebih memprioritaskan urusan wajib dalam hal 
pengalokasian belanja daerah yang salah satunya adalah Belanja Modal. Oleh 
karena itu pemerintah daerah harus menggunakan sumber-sumber pendapatan 
daerah untuk digunakan dalam hal pelayanan publik yaitu dengan 
mengalokasikan sumber-sumber pendapatan daerah ke dalam Belanja Modal. 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka penulis 
tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh sumber-sumber 
pendapatan daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah Istimewa 
Yogyakarta terhadap Belanja Modal pemerintah daerah. Sumber-sumber 
pendapatan daerah yang dimaksud adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), 
Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sehubungan 
dengan hal tersebut, penulis memberi judul penelitian ini “Pengaruh 
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana 
Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2016)”. 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dari 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Pemanfaatan Belanja Modal seharusnya lebih diutamakan untuk 
meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat/publik, sehingga 
persentase Belanja Modal seharusnya lebih besar dari pada Belanja 
Operasi. 
2. Belanja Modal dipengaruhi oleh sumber-sumber pendapatan daerah, yang 
terdiri dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), 2) Dana Alokasi Umum 
(DAU), 3) Dana Alokasi Khusus (DAK), 4) Dana Bagi Hasil (DBH), 5) 
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. 
3. Pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kurang maksimal 
dalam meningkatkan alokasi Belanja Modal. 
4. Pemanfaatan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus 
(DAK) yang tidak sesuai dengan tujuan yang semestinya. 
C. Pembatasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan di atas, penulis 
membatasi permasalahan dalam penelitian ini agar lebih terfokuskan. 
Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah: 
1. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 
2. Periode yang diambil untuk penelitian ini adalah periode tahun 2010 
sampai dengan tahun 2016. 
3. Variabel-variabel yang mempengaruhi Belanja Modal yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), 2) Dana 




D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pembatasan masalah di atas, rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja 
Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2016? 
2. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja 
Modal di Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta tahun 2010-2016? 
3. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi khusus (DAK) terhadap Belanja 
Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2016? 
4. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi 
Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara bersama-sama 
terhadap Balanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 
2010-2016? 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk: 
1. Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja 
Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2016. 
2. Mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadapa Belanja 
Modal di Provinsi Daerah Isstimewa Yogyakarta tahun 2010-2016. 
3. Mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja 
Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2016. 
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4. Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi 
Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara bersama-sama 
terhadap Balanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 
2010-2016. 
F. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Secara Teoritis 
Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah sebagai bahan dalam 
mempelajari pengalokasian sumber-sumber yang mempengaruhi Belanja 
Modal yaitu pendapatan daerah secara produktif oleh pemerintah daerah. 
Selain itu juga untuk memperdalam mengenai materi organisasi sektor 
publik yaitu pemerintah daerah yang diperoleh di bangku kuliah. 
2. Manfaat Secara Praktis 
a. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran dan 
acuan bagaimana seharusnya Pemerintah Daerah Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta mengalokasikan sumber-sumber pendapatan 
daerah secara lebih produktif. Pemerintah daerah dapat meningkatkan 
kualitas pelayanan publik dengan cenderung meningkatkan persentase 
alokasi Belanja Modal. 
b. Bagi Peneliti 
Penelitian ini bermanfaat sebagai upaya dalam memahami lebih 
lanjut mengenai ilmu yang telah di dapatkan di bangku kuliah 
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mengenai hal-hal yang terkait dengan sektor publik, yaitu pemerintah 
daerah. 
c. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi lebih lanjut 
untuk penelitian selanjutnya di bidang akuntansi pada umumnya dan 




















BAB II   
KAJIAN PUSTAKA 
 
A. Kajian Teori 
1. Belanja Modal 
a. Pengertian Belanja Modal 
Belanja Modal menurut Halim (2008: 101) merupakan pengeluaran 
anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi 
manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pengertian tersebut sesuai 
dengan pengertian Belanja Modal menurut Undang-Undang No. 71 
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Menurut UU 
Nomor 71 Tahun 2010 Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran 
untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat 
lebih dari satu periode akuntansi. Menurut Darise (2008: 141), 
Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka 
pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang 
mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan 
dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan 
mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap 
lainnya. Sementara menurut Mardiasmo (2004: 187), Belanja Modal 
adalah kelompok belanja langsung yang digunakan untuk membiayai 
kegiatan investasi (menambah aset). Dari beberapa pengertian tersebut 
dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Belanja Modal 
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adalah pengeluaran anggaran yang merupakan komponen dari belanja 
langsung oleh pemerintah yang sifatnya menambah inventaris atau 
aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari dua belas bulan (satu 
periode akuntansi) dan digunakan untuk kepentingan umum. Belanja 
Modal tidak hanya pengeluaran anggaran untuk pembelian aset atau 
inventaris, tetapi juga pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah 
daerah untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya menambah dan 
mempertahankan masa manfaaat aset, serta menambah kapasitas dan 
kualitas aset. 
Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah No. 4 tentang 
Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah menjelaskan bahwa 
Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset 
tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode 
akuntansi. Aset tetap dan aset lainnya yang dimaksudkan mempunyai 
karakteristik berwujud, menambah aset pemerintahan, mempunyai 
masa manfaat lebih dari satu tahun dan nilainya relatif material. 
Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 
suatu belanja dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika: 
1) Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap 
atau aset lainnya sehingga menambah aset pemerintah. 
2) Pengeluaran tersebut melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap 
atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 
3) Perolehan aset tersebut diniatkan bukan untuk dijual. 
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Hoesada (2016: 238) menjelaskan bahwa Belanja Modal tidak 
dapat ditujukan kepada masyarakat rumah tangga atau perorangan. 
Dalam hal ini Belanja Modal merupakan salah satu indikator 
produktifitas dari penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah 
sehingga tidak dapat ditujukan kepada masyarakat perorangan ataupun 
rumah tangga karena dalam pelaksanaannya haruslah bersinggungan 
dengan pelayanan publik. Semakin besar persentase alokasi Belanja 
Modal menandakan bahwa pemerintah daerah lebih produktif. Hal ini 
dikarenakan umumnya dalam penggunaan aset yang dihasilkan selalu 
bersinggungan dengan pelayanan publik dan digunakan oleh 
masyarakat umum. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa alokasi 
Belanja Modal berhubungan dengan pelayanan  publik, sehingga 
jumlah alokasi Belanja Modal setiap tahunnya seharusnya relatif 
besar. Semakin besar alokasi Belanja Modal, maka pelayanan 
pemerintah daerah kepada publik dapat dikatakan meningkat, begitu 
pula sebaliknya.  
b. Macam-macam Belanja Modal 
Halim (2008: 101) menyebutkan bahwa yang termasuk dalam 
Belanja Modal adalah: 1) Belanja Modal Tanah; 2) Belanja Peralatan 
dan Mesin; 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan; 4) Belanja 
Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan; 5) Belanja Aset Tetap Lainnya; dan 
6) Belanja Aset Lainya. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan 
(SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
 17 
 
yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2005, Belanja Modal dapat diklasifikasikan dalam lima 
kategori utama: 
1) Belanja Modal Tanah 
Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran anggaran atau biaya 
yang digunakan untuk pengadaan, pembebasan atau 
penyelesaiaan balik nama dan sewa tanah, pengosongan, 
pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat 
dan pengeluaran lainnya yang berhubungan dengan perolehan hak 
atas tanah sampai dengan tanah yang dimaksud dalam kondisi 
siap pakai. 
2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin merupakan pengeluaran 
anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, 
penambahan atau penggantian dan peningkatan kapasitas 
peralatan mesin serta inventaris atau aset kantor yang 
memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi (dua belas 
bulan) sampai dengan peralatan dan mesin yang dimaksud dalam 
kondisi siap pakai. 
3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan 
Belanja modal Gedung dan Bangunan merupakan pengeluaran 
anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, 
penambahan atau penggantian termasuk pengeluaran untuk 
 18 
 
perancanaan, pengawasan dan pengelolaan pembanguan gedung 
dan bangunan yang menambah kapasitas sampai dengan gedung 
dan bangungan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai. 
4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 
Belanja modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan 
pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk 
pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan 
pembangunan, pembuatan serta perawatan, termasuk pengeluaran 
untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi 
dan jaringan yang menambah kapasitas, sampai dengan jalan, 
irigasi dan jaringan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai. 
5) Belanja Modal Fisik Lainnya 
Belanja Modal Fisik Lainnya merupakan pengeluaran anggaran 
atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, 
penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan serta 
perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan 
dalam Belanja modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, 
Belanja Modal Gedung dan Bangunan, serta Belanja Modal 
Irigasi, Jalan dan Jaringan. Belanja Modal Fisik Lainnya juga 
termasuk Belanja Modal kontak sewa beli, pembelian barang-
barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, 




c. Peranan Belanja Modal 
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menjelaskan bahwa Belanja 
Modal merupakan bagian dari kelompok belanja daerah yang 
memiliki pengertian berupa pengeluaran yang dilakukan dalam rangka 
pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang 
mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan 
dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan 
mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap 
lainnya. Belanja Modal dialokasikan dengan harapan agar terdapat 
multiplier effect (efek jangka panjang) baik secara makro dan mikro 
bagi perekonomian Indonesia, khususnya bagi daerah. Aset tetap yang 
dimiliki sebagai akibat adanya Belanja Modal merupakan prasyarat 
utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. 
Pemerintah daerah mengaloksikan dana dalam bentuk Belanja Modal 
dalam APBD dalam rangka untuk menambah aset tetap yang dimilik 
oleh daerah. Pada umumnya setiap tahun diadakan pengadaan aset 
tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan 
pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara 
finansial.  
Belanja Modal merupakan suatu bentuk kegiatan pengelolaan 
keuangan daerah yang harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan 
perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis transparan, dan 
bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan 
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dan memberikan manfaat untuk masyarakat. Ukuran keberhasilan dari 
pemanfaatan Belanja Modal sendiri adalah tepat mutu, tepat jumlah, 
tepat waktu, tepat sasaran dan tepat harga (Halim, 2014: 229).  Dalam 
hal ini Belanja Modal dikatakan berhasil dalam pelaksanaannya jika 
alokasi Belanja Modal untuk pengadaan aset tetap daerah telah 
memenuhi kelima kriteria, yaitu tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, 
tepat sasaran dan tepat harga. Terdapat tiga cara untuk memperoleh 
aset tetap, yaitu dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset 
tetap lainnya dan membeli.  
d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal 
Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran yang merupakan 
komponen dari belanja langsung oleh pemerintah yang sifatnya 
menambah inventaris atau aset tetap yang memberikan manfaat lebih 
dari dua belas bulan (satu periode akuntansi) dan digunakan untuk 
kepentingan umum. Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 
2006 bahwa Belanja Modal merupakan komponen belanja langsung 
yang juga merupakan bagian dari belanja daerah dan didanai oleh 
pendapatan daerah, maka besar kecilnya alokasi untuk Belanja Modal 
dipengaruhi oleh besar kecilnya pendapatan daerah. Berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah 
mempunyai sumber-sumber pendapatan daerah berupa Pendapatan 
Asli Daerah (PAD), di samping itu pemerintah pusat juga akan 
mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum 
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(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). 
Pendapatan Asli Daerah akan berpengaruh terhadap Belanja Modal. 
Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah biasanya akan diikuti dengan 
meningkatnya Belanja Modal, kemudian menyesuaikan dengan 
kondisi pada saat tahun anggaran. Begitu pula dengan Dana 
Perimbangan dari pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Umum, 
Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil yang pengalokasiannya 
menekankan aspek pemerataan dan keteradilan yang selaras dengan 
utusan pemerintah (UU Nomor 32 Tahun 2004). Dengan adanya Dana 
Perimbangan dari pemerintah pusat tersebut diharapkan pemerintah 
daerah dapat meningkarkan persentase Belanja Modal daerahnya.  
Menurut Bambang Prakosa (2004), pengeluaran pemerintah daerah 
akan disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan daerah atau 
perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran. Secara 
konseptual pendapatan atau pemasukan akan berpengaruh terhadap 
belanja atau pengeluaran. Dari pernyataan tersebut maka dapat 
dikatakan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah dapat 
mempengaruhi alokasi Belanja Modal oleh pemerintah daerah. 
Abdullah dan Halim (2004) dalam penelitannya yang berjudul 
Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa 
sumber pendapatan daerah berupa Pendapatan Asli Daerah dan Dana 
Perimbangan mempunyai pengaruh terhadap alokasi Belanja Modal 
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pemerintah daerah. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dalam 
pengalokasian anggaran cukup besar, begitu pula Dana Perimbangan 
yang terdiri dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang 
merupakan dana transfer dari pemerintah pusat. 
2. Pendapatan Asli Daerah 
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber 
pendapatan daerah yang termasuk dalam salah satu faktor yang 
mempengaruhi Belanja Modal. Pendapatan Asli Daerah yang 
merupakan pendapatan asli dari daerah yang dapat digali dan 
digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Halim 
(2008: 96) menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari 
sumber ekonomi asli daerah. Sementara menurut Darise (2008: 135), 
Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah 
yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Dari kedua pengertian 
tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber yang menjadi 
pendapatan yang diterima daerah yang berasal potensi daerahnya 
masing-masing yang dapat digali dan digunakan secara mandiri oleh 
daerah.  




Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang 
bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, basil 
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain 
pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan 
keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam 
pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. 
 
Dari penjelasan mengenai Pendapatan Asli Daerah tersebut, dapat 
diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah mempunyai peranan penting 
bagi daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi 
fiskal, karena Pendapatan Asli Daerah merupakan tiang utama yang 
menjadi penyangga kehidupan daerah. Tanpa adanya dana yang 
mencukupi untuk membiayai kebutuhan daerah, maka ciri pokok dari 
pelaksanaan otonomi daerah akan menghilang. 
b. Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah  
Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang 
digali dari potensi daerah masing-masing. Klasifikasi sumber 
Pendapatan Asli Daerah dikelompokkan menjadi empat (Halim, 2008: 
96), yaitu: 
1) Pajak Daerah. 
Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi 
badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang 
dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 
pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Darise, 2008: 135). 
Secara singkat dapat dikatakan bahwa pajak daerah merupakan 
pendapatan yang diterima oleh daerah yang berasal dari pajak 
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yang dibayarkan oleh wajib pajak. Aturan pelaksanaan pajak 
daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Undang-
Undang tersebut dijabarkan mengenai jenis objek pajak untuk 
provinsi dan objek pajak kabupaten/kota.  
Jenis objek pajak untuk propinsi adalah sebagai berikut: 
a) Pajak kendaraan bermotor. 
b) Bea balik nama kendaraan bermotor. 
c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor. 
d) Pajak kendaraan di atas air. 
e) Pajak air di bawah tanah. 
f) Pajak air permukaan. 
Jenis objek pajak untuk kabupaten/kota adalah sebagai berikut: 
a) Pajak hotel. 
b) Pajak restoran. 
c) Pajak hiburan. 
d) Pajak reklame. 
e) Pajak penerangan jalan. 
f) Pajak pengambilan bahan galian golongan C. 
g) Pajak parkir. 
2) Retribusi Daerah. 
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Dasar hukum yang mengatur pelaksanaan retribusi daerah 
sama dengan pajak daerah yaitu Undang-Undang Nomor 34 
Tahun 2000 tentan Pajak dan Retribusi Daerah. Retribusi daerah 
merupakan pendapatan yang diterima oleh daerah yang berasal 
dari retribusi yang dibayarkan oleh masyarakat. Dalam Akuntansi 
Keuangan Daerah (Darise, 2008: 136) dijelaskan bahwa yang 
dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai 
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 
disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau badan.  
Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Jenis 
pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah dibedakan 
antara provinsi dengan kabupaten/kota. Jenis retribusi daerah 
untuk provinsi adalah: a) retribusi pelayanan kesehatan; b) 
retribusi pemakaian kekayaan daerah; c) retribusi penggantian 
biaya cetak peta; d) retribusi pengujian kapal perikanan. 
Sementara retribusi daerah untuk kabupaten/kota adalah sebagai 
berikut: 
a) Retribusi pelayanan kesehatan. 
b) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. 
c) Retribusi penggantain biaya cetak KTP. 




e) Retribusi pelayanan pemakaman. 
f) Retribusi pelayanan pengabuan mayat. 
g) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. 
h) Retribusi pelayanan pasar. 
i) Retribusi pengujian kendaraan bermotor. 
j) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran. 
k) Retribusi penggantian biaya cetak peta. 
l) Retribusi pengujian kapal perikanan. 
m) Retribusi pemakaian kekayaan daerah. 
n) Retribusi jasa usaha pasar, grosir atau pertokoan. 
o) Retribusi jasa usaha tempat pelelangan. 
p) Retribusi jasa usaha terminal. 
q) Retribusi jasa usaha tempat khusus parkir. 
r) Retribusi jasa usaha tempat penginapan/pesanggrahan/villa. 
s) Retribusi jasa usaha penyedotan kakus. 
t) Retribusi jasa usaha rumah potong hewan. 
u) Retribusi jasa usaha pelayanan pelabuhan kapal. 
v) Retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga. 
w) Retribusi jasa usaha penyebrangan di atas air. 
x) Retribusi jasa usaha pengolahan limbah cair. 
y) Retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah. 
z) Retribusi izin mendirikan bangunan. 
aa) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol. 
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bb) Retribusi izin gangguan. 
cc) Retribusi trayek. 
3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan. 
Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan 
merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan 
kekayaan daerah yang dipisahkan (Halim, 2008: 98). Kekayaan 
daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang dilepaskan 
dan penguasaan umum yang dipertanggungjawabkan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dimaksudkan untuk 
dikuasai dan dipertanggungjawabkan secara mandiri oleh daerah.  
Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan 
menurut Darise (2008: 136) dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: 
a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik 
daerah/BUMD. 
b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik 
negara/BUMN. 
c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik 
swasta atau kelompok usaha masyarakat. 
Dari keteranan tersebut, maka perusahan daerah merupakan 
salah satu dari pendapatan daerah yang modalnya secara 
keseluruhan atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang 
dipisahkan. Bagi daerah yang mempunyai Badan Usaha Milik 
Daerah (BUMD) seperti Perusahaan Daerah Air minum (PDAM), 
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Bank Pembangunan Daerah (BPD), Badan Kredit Kecamatan, 
Pasar dan lain sebagainya merupakan bagian dari hasil 
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. 
4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. 
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan 
penerimaan yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. 
Lain-lain milik pemerintah daerah merupakan sumber pendapatan 
daerah yang tidak dapat diklasifikasikan dalam pajak daerah, 
retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah 
yang dipisahkan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
menerangkan yang termasuk dalam lain-lain Pendapatan Asli 
Daerah yang sah diklasifikasikan sebagai berikut: 
a) Hasil pengelolaan kekayaan yang tidak dipisahkan. 
b) Jasa giro. 
c) Pendapatan bunga. 
d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang 
asing. 
e) Komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari 







3. Dana Alokasi Umum 
a. Pengertian Dana Alokasi Umum 
Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sumber pendapatan daerah 
yang merupakan bagian dari Dana Perimbangan dan menjadi salah 
satu faktor yang mempengaruhi besarnya pengaloksian Belanja Modal 
suatu daerah. Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer dari 
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang penggunaannya 
diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Dalam Undang-Undang nomor 
33 Tahun 2004 dijelaskan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan 
dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan 
antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi 
daerah. Menurut Kuncoro (2014: 63), Dana Alokasi Umum 
merupakan block grant yang diberikan kepada semua kabupaten dan 
kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan 
kebutuhan fiskalnya, dan didistribusikan dengan formula berdasarkan 
prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa 
daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak dari pada 
daerah kaya. Dari kedua definisi mengenai Dana Alokasi Umum 
(DAU) tersebut, maka yang dimaksud dengan Dana Alokasi Umum 
adalah dana transfer yang bersumber dari pemerintah pusat yang 
diserahkan kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk mengisi 
kesenjangan kapasitas dan kebutuhan setiap daerah yang 
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didistribusikan dengan prinsip-prinsip tertentu sehingga tercapai 
pemerataan kemampuan keuangan antara setiap daerah. 
Menurut Mardiasmo (2004: 144), Dana Alokasi Umum 
dimaksudkan untuk menjaga pemerataan dan perimbangan keuangan 
antara pusat dan daerah, sehingga dalam pembagian Dana Alokasi 
Umum perlu memperhatikan potensi daerah, kebutuhan pembiayaan 
untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah di daerah dan 
ketersediaan APBN. Dana Alokasi Umum mempunyai fungsi sebagai 
faktor pemerataan fiskal. Faktor yang mempengaruhi banyak 
sedikitnya Dana Alokasi Umum untuk setiap daerah adalah celah 
fiskal (fiscal gap) dan potensi daerah (fiscal capacity). Prinsip alokasi 
Dana Alokasi Umum adalah bagi daerah yang potensi fiskalnya besar 
tetapi kebutuhannya kecil akan memperoleh Dana Alokasi Umum 
yang relatif kecil. Sebaliknya jika potensi daerah kecil sementara 
kebutuhannya besar, maka daerah tersebut akan menerima alokasi 
Dana Alokasi Umum yang relatif besar. 
b. Perhitungan Dana Alokasi Umum 
Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer dari pemerintah 
pusat kepada pemerintah daerah. Pelaksanaan dan pengalokasian 
Dana Alokasi Umum diatur berdasarkan Undang-Undang nomor 33 
Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan dan Peraturan Pemerintah 
Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Dalam PP Nomor 
55 Tahun 2005, dijelaskan bahwa: 
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a) Dana Alokasi Umum dialokasikan untuk provinsi dan 
kabupaten/kota. 
b) Jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang-
kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto. 
c) Proporsi Dana Alokasi Umum antara propinsi dan kabupaten/kota 
dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan propinsi dan kabupaten/kota. 
Mekanisme pengalokasian Dana Alokasi Umum menurut 
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) terdiri atas tiga 
tahapan berikut: 
a) Tahapan Aakademis 
Tahapan akademis merupakan konsep awal penyusunan kebijakan 
atas implementasi formula Dana Alokasi Umum yang dilakukan 
oleh tim independen dari berbagai universitas dengan tujuan untuk 
memperoleh kebijakan perhitungan Dana Alokasi Umum yang 
sesuai dengan ketentuan undang-undang dan karakteristik otonomi 
daerah di Indonesia. 
b) Tahapan Administratif 
Dalam tahapan administratif, DJPK melakukan koordinasi dengan 
instansi terkait untuk penyiapan data dasar perhitungan Dana 
Alokasi umum. Selain itu juga melakukan kegiatan konsolidasi 
dan verifikasi data untuk mendapatkan validitas dan kemutakhiran 
data yang digunakan. 
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c) Tahapan Teknis 
Tahapan teknis merupakan tahap pembuatan simulasi perhitungan 
Dana Alokasi Umum yang akan dikonsultasikan pemerintah 
kepada DPR RI dan dilakukan berdasarkan formula Dana Alokasi 
Umum sesuai dengan undang-undang dengan menggunakan data 
yang tersedia serta memperhatikan hasil rekomendasi pihak 
akademis. 
Formula Dana Alokasi Umum menggunakan pendekatan celah 
fiskal (fiscal gap), yaitu selisih antara kebutuhan fiskal (fiscal needs) 
dikurangi dengan capasitas fiskal (fiscal capacity) daerah dan alokasi 
dasar (AD) berupa jumlah gaji PNS daerah. Rumus yang menjadi 
formula perhitungan Dana Alokasi Umum menurut DJPK adalah 
sebagai berikut: 
DAU = AD + CF 
 
Keterangan:  
DAU  = Dana Alokasi Umum 
AD  = Alokasi Dasar, yaitu Gaji PNS Daerah 
CF   =  Celah Fiskal (Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal) 
Berikut ini merupakan gambar skema perhitungan Dana Alokasi 
Umum yang menunjukkan komponen-komponen apa saja yang 



























Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 
Gambar 1. Skema Perhitungan Dana Alokasi Umum berdasarkan PP 
Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 
 
4. Dana Alokasi Khusus 
a. Pengertian Dana Alokasi Khusus 
Belanja Modal juga dipengaruhi oleh Dana Alokasi Khusus. Dana 
Alokasi Khusus merupakan dana transfer dari pemerintah pusat 
kepada pemerintah daerah selain Dana Alokasi Umum. Dasar hukum 
yang mengatur tentang Dana Alokasi Umum adalah Undang-Undang 
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah 
nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dan Peraturan 
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Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2013 tentang Pengalokasian 
Anggaran Transfer ke Daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 
55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan menerangkan bahwa Dana 
Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada 
daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan 
khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas 
nasional. Mardiasmo (2004: 144) menjelaskan bahwa Dana Alokasi 
Khusus merupakan dana yang dialokasikan untuk membantu 
pembiayaan kebutuhan tertentu, yaitu merupakan program nasional 
atau program kegiatan yang tidak terdapat di daerah lain. Sementara 
dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 
dijelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber 
dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu 
dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dari 
beberapa pengertian mengenai Dana Alokasi Khusus tersebut maka 
dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Dana Alokasi 
Khusus adalah dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah 
daerah yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah 
tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan 
kewenangan daerah dalam hal penyediaan sarana dan prasarana 
daerah (fasilitas fisik). 
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Alokasi Dana Alokasi Khusus dimaksudkan untuk membantu 
membiayai kegaitan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang 
merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, 
khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana 
pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu 
atau untuk mendorong percepatan pembangunan daearah (Nurlan 
Darise, 2014: 137). Daerah-daerah yang menerima Dana Alokasi 
khusus adalah daerah yang memenuhi kriteria umum, kriteria khusus 
dan kriteria teknis. Kriteria umum ditetapkan dengan 
mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD untuk 
membiayai kebutuhan pembangunan daerah. Kriteria khusus 
ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, 
terutama ketentuan yang mengatur kekhususan suatu daerah serta 
karakteristik daerah yang meliputi daerah pesisir dan kepulauan, 
daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal atau terpencil, 
daerah rawan banjir dan longsor, serta daerah yang termasuk dalam 
daerah ketahanan pangan. Kriteria teknis ditetapkan oleh kementrian 
negara atau departemen teknis terkait dengan menggunakan indikator-
indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana atau prasarana 
pada masing-masing bidang atau kegiatan yang akan didanai oleh 





b. Pengalokasian Dana Alokasi Khusus 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 145/PMK.07/2013, 
dalam pengalokasian Dana Alokasi Khusus harus memenuhi kriteria 
umum, khusus dan juga teknik. Sementara dalam perhitungan alokasi 
Dana Alokasi Khusus dilakukan dalam dua tahapan, yaitu:  
1) Penentuan daerah tertentu yang menerima Dana Alokasi khusus. 
2) Penentuan besaran alokasi Dana Alokasi Khusus untuk masing-
masing daerah.  
Penentuan daerah yang menerima Dana Alokasi Khusus 
didasarkan pada hal-hal: 
1) Daerah yang mempunyai Indeks Fiskal Neto (IFN) dibawah rata-
rata IFN nasional. 
2) Daerah yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus. 
3) Daerah dengan Indeks Fiskal Wilayah (IFW) berada di atas rata-
rata IFW nasional. 
4) Daerah dengan Indeks Fiskal Wilayah Teknis (IFWT) berada 
diatas rata-rata IFWT nasional. 
Penetapan besarnya Dana Alokasi Khusus masing-masing daerah 
ditentukan berdasarkan bobot Dana Alokasi Khusus per bidang untuk 
masing-masing daerah dibagi dengan bobot Dana Alokasi Khusus per 
bidang untuk seluruh daerah dikalikan dengan pagu Dana Alokasi 
Khusus per bidang. Bobot Dana Alokasi Khusus per bidang 
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ditetapkan berdasarkan Indeks Fiskal Wilayah Teknis (IFWT) 
dikalikan dengan Indeks Kemahalan Konstruksi. 
Bidang-bidang kegiatan yang didanai oleh Dana Alokasi Khusus 
menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan adalah: 
1) Bidang pendidikan, Dana Alokasi khusus dialokasikan untuk 
mendukun program penuntasan wajib belajar 9 tahun yang 
bermutu dan merata. 
2) Bidang kesehatan, Dana Alokasi Khusus dialokasikan untuk 
meningakatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang 
difokuskan pada penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak, 
penanggulangan masalah gizi, serta penegahan penyakit dan 
penyehatan lingkungan terutama untuk penduduk miskin dan 
penduduk di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan 
dan daerah bermasalah kesehatan. 
3) Bidang infrastruktur jalan, Dana Alokasi Khusus dialokasikan 
untuk mempertahankan dan meningkatakan kinerja pelayanan 
prasarana jalan provinsi, kabupaten dan kota serta menunjang 
aksebilitas keterhubungan wilayah dalam mendukung 
pengembangan koridor ekonomi wilayah/kawasan. 
4) Bidang infrastruktur irigasi, Dana Alokasi Khusus dialokasikan 
untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja layanan 
jaringan irigasi/rawayang menjadi kewenangan pemerintah 
provinsi/kabupaten/kota dalam rangka mendukung pemenuhan 
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sasaran prioritas nasional di bidang ketahanan pangan menuju 
surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014. 
5) Bidang infrastruktur air minum, Dana Alokasi Khusus 
dialokasikan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air dalam 
rangka percepatan pencapaian target Millenium Development 
Goals (MDGs). 
6) Bidang infrastruktur sanitasi, Dana Alokasi Khusus dialokasikan 
untuk meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan sanitasi, 
terutama dalam pengelolaan air limbah dan persampahan secara 
komunal/terdesentralisasi untuk meningkatkan kualitas kesehatan 
masyarakat. 
7) Bidang prasarana pemerintahan desa, Dana Alokasi Khusus 
dialokasikan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah 
dalam menyelenggarakan pelayanan publik, yang diprioritaskan 
kepada daerah pemekaran dan daerah tertinggal. 
8) Bidang sarana dan prasarana kawasan perbatasan, Dana Alokasi 
Khusus dialokasikan untuk mendukung kebijakan pembangunan 
kawasan perbatasan untuk mengatasi keterisolasian wilayah yang 
dapat menghambat upaya pengamanan batas wilayah, pelayanan 
sosial dasar, serta pengembangan kegiatan ekonomi lokal secara 
berkelanjutan. 
9) Bidang kelautan dan perikanan, Dana Alokasi Khusus 
dialokasikan untuk sarana prasarana produksi, pengolahan, mutu, 
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pemasaran, pengawasan, penyuluhan, data statistik untuk 
mendukkung industrialisasi, serta penyediaan sarpras terkait 
pengembangan kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil. 
10) Bidang pertanian, Dana Alokasi Khusus dialokasikan untuk 
mengembangkan sarana dan prasarana air, lahan, pembangunan 
dan rehabilitasi balai penyuluhan pertanian serta pengembangan 
lumbung masyarakat untuk  meningkatkan produksi bahan 
pangan. 
11) Bidang keluarga berencana, Dana Alokasi Khusus dialokasikan 
untuk mendukung kebijakan peningkatan akses dan kualitas 
pelayanan keluarga berencana yang merata melalui berbagai 
program dan kegiatan. 
12) Bidang kehutanan, Dana Alokasi Khusus dialokasikan untuk 
peningkatan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS) terutama di 
daerah hulu dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan 
daya dukung wilayah. 
13) Bidang sarana dan prasarana daerah tertinggal, Dana Alokasi 
Khusus dialokasikan untuk mendukung kebijakan pembanguan 
daerah tertinggal. 
14) Bidang sarana pedagangan, Dana Alokasi Khusus dialokasikan 
untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana perdagangan 
untuk mendukung pasokan dan ketersediaan barang sehingga 
dapat meningkatkan daya beli masyarakat, terutama di daerah 
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tertinggal, perbatasan, daerah pemekaran, dan daerah yang minim 
sarana perdagangan. 
15) Bidang energi pedesaan, Dana Alokasi Khusus dialokasikan untuk 
memanfaatkan sumber energi terbaru setempat untuk 
meningkatkan akses masyarakat pedesaan, termasuk masyarakat di 
daerah tertinggal dan kawasan perbatasan terhadap energi modern. 
16) Bidang perumahan dan pemukiman, Dana Alokasi Khusus 
dialokasikan untuk meningkatkan penyediaan sarana, prasarana, 
utilitas perumahan dan kawasan pemukiman dalam rangka 
menstimulan pembangunan perumahan dan pemukiman. 
17) Bidang keselamatan transportasi darat, Dana Alokasi Khusus 
dialokasikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, terutama 
keselamatan bagi penggunan transportasi jalan guna menurunkan 
tingkat fatalitas (korban meninggal dunia) akibat kecelakaan lalu 
lintas. 
B. Penelitian yang Relevan 
1. Penelitian Kesit Bambang Prakosa (2004) 
Penelitian Kesit Bambang Prakosa tahun 2004 berjudul Analisis 
Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah 
terhadap prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Provinsi 
Jawa Tengah dan DIY). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 
besarnya Belanja Daerah di pengaruhi oleh Dana Alokasi Umum dan 
Pendapatan Asli Daerah. Secara simultan Dana Alokasi Umum dan 
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Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja 
Daerah. Dalam prediksi Belanja Daerah, daya prediksi Dana Alokasi 
Umum terhadap Belanja Daerah lebih tinggi dibandingkan daya prediksi 
Pendapatan Asli Daerah. 
Perbedaan dari penelitian Kesit Bambang Prakosa dengan penelitian 
penulis adalah dalam hal penggunaan variabel terikat (dependen) dan 
obyek penelitian yang digunakan. Penelitian Kesit Bambang Prakoso 
menggunakan Belanja Daerah sebagai variabel independen (yang 
dipengaruhi), sementara penulis menggunakan Belanja Modal sebagai 
variabel independen. Obyek penelitian pada penelitian Kesit Bambang 
Prakoso adalah di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa 
Yogyakarta sementara obyek penelitian penulis adalah di Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Selain kedua perbedaan tersebut, terdapat satu 
perbedaan yaitu penulis menggunakan tambahan satu variabel bebas 
(independen) yaitu Dana Alokasi Khusus  yang tidak digunakan dalam 
penelitian Kesit Bambang Prakoso. 
Persamaan antara penelitian Kesit Bambang Prakoso dengan 
penelitian penulis adalah dalam penggunaan variabel bebas (independen). 
Dalam kedua penelitian tersebut menggunakan variabel Pendapatan Asli 
Daerah dan Dana Alokasi Umum. 
1. Penelitian Fiona Puspita Devi Purwanto (2013) 
Penelitian Fiona Puspita Devi Purwanto (Universitas Negeri 
Yogyakarta) pada tahun 2013 berjudul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, 
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Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum terhadap 
Belanja Modal (Studi Kasus pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2008-2011). Hasil dari penelitian ini adalah Pertumbuhan 
Ekonomi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap  Belanja 
Modal; Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap Belanja Modal; Dana Alokasi Umum berpengaruh positif tetapi 
tidak signifikan terhadap Belanja Modal; Pertumbuahan Ekonomi, 
Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara simultan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. 
Perbedaan penelitian Fiona Puspita Devi Purwanto dengan dengan 
peneliltain penulis terletak pada variabel bebas yang digunakan dan obyek 
serta periode penelitian. Penelitian yang dilakukan menggunakan variabel 
bebas (independen) Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan 
dana Alokasi Umum. Penulis tidak mengunakan variabel Pertumbuhan 
Ekonomi namun menggunakan variabel Dana Alokasi Umum yang tidak 
digunakan dalam penelitian Fiona Puspita Devi. Obyek penelitian Fiona 
Puspita Devi adalah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan 
periode penelitian 2008-2011, sementara obyek penelitian penulis adalah 
Kabupaten dan Kota di Pprovinsi Daerah Istimewa Yogykarta dengan 
periode penelitian 2010-2016. 
Persamaan antara penelitian Fiona Puspita Devi dengan penelitian 
penulis adalah pada variabel terikat (independen) yang digunakan. 
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Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian Fiona dan Penulis 
adalah Belanja Modal. 
2. Penelitian Anjar Guritno dan Leny Suzan (2014) 
Penelitian Anjar Guritno dan Leny Suzan (Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis, Universitas Telkom, Bandung) pada tahun 2014 berjudul 
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap 
Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Bandung Raya Tahun 2008-2013. 
Hasil dari penelitian ini adalah secara simultan Pendapatan Asli Daerah 
dan Dana Alokasi Umum berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja 
Modal pada Kabupaten/Kota di Bandung Raya tahun 2008-2013. Secara 
parsial Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif yang signifikan 
terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Umum berpengaruh 
positif namum tidak signifikan dikarenakan peningkatan Dana Alokasi 
Umum relatif kecil.  
Perbedaan penelitian Anjar Guritno dan Leny Suzan dengan penelitian 
penulis terletak pada penggunaan variabel terkait dalam penelitian, obyek 
penelitian dan periode penelitian. Dalam penelitain Anjar Guritno dan 
Leny Suzan menggunakan dua variabel independen (bebas) yaitu 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU), 
sementara penulis menggunakan tiga variabel independen (bebas) yaitu 
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana 
Alokasi Khusus (DAK). Obyek penelitian yang dilakukan oleh Anjar 
Guritno dan Leny Suzan adalah pada Kabupaten/Kota di Bandung Raya 
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dengan periode penelitian dari tahun 2008 sampai dengan 2013. Obyek 
penelitian penulis adalah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan 
perode penelitian mulai tahun 2010 sampai dengan 2016. 
Persamaan penelitian Anjar Guritno dengan penelitian penulis terletak 
pada variabel terikat (dependen) yang digunakan. Variabel terikat 
(dependen) yang digunakan adalah Belanja Modal. 
C. Kerangka Berfikir 
1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal 
Belanja Modal merupakan bagian dari belanja langsung dalam 
anggaran pemerintah yang menghasilkan output berupa aset tetap atau 
aset lainnya. Belanja modal terdiri dari Belanja Tanah, Belanja Peralatan 
dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan 
Jaringan, dan Belanja Aset Tetap Lainnya. Undang-Undang Nomor 32 
tahun 2004 menerangkan bahwa pemerintah memberikan kewenangan 
sepenuhnya kepada daerah untuk mengatur dan mengurus semua urusan 
pemerintahaan daerahnya masing-masing untuk meningkatkan pelayanan  
publik (public service) kepada masyarakat. Peningkatan pelayanan publik 
dapat dilakukan dengan meningkatkan alokasi Belanja Modal pada 
anggaran pemerintah. Hal ini dikarenakan Belanja Modal didasarkan pada 
kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana baik untuk kelancaran tugas 
pemetintah maupun untuk fasilitas publik. Semakin meningkatnya 
persentase Belanja Modal maka kebutuhan masyarakat akan pelayanan 
publik akan meningkat sehingga tercapai kesejahteraan bagi masyarakat 
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tersebut. Dalam meningkatkan alokasi Belanja Modal, setiap daerah harus 
mampu untuk menyediakan sumber-sumber pendapatan yang merupakan 
potensi dari masing-masing daerah. Kemampuan daerah dalam menggali 
dan mengelola potensi di daerahnya akan memberikan penerimaan bagi 
daerah yanag disebut Pendapatan Asli Daerah.  
Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penghasilan asli dari 
daerah yang harus selalu ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian 
belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan kegiatan 
pembangunan pemeritah daerah sehingga dapat tercipta kemandirian 
otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Pendapatan Asli 
Daerah mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Modal meskipun 
persentase Pendapatan Asli Daerah hanya sekitar sepuluh persen dari total 
pendapatan daerah. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang 
dihasilkan oleh suatu daerah akan meningkatkan alokasi anggaran 
pemerintah daerah untuk Belanja Modal. Dari penjelasan tersebut maka 
dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap 
Belanja Modal pemerintah daerah.  
2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal 
Dalam Buletin Teknis No. 04 SAP dijelaskan bahwa Belanja Modal 
adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya 
yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Suatu 
belanja dikategorikan sebagai Belanja modal apabila pengeluaran tersebut 
mengakibatkan adanya penambahan aset pemerintah, pengeluaran 
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tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset dan perolehan aset 
tetap tersebut bukan untuk dijual. Belanja modal pada prinsipnya 
dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan akan sarana dan prasarana 
daerah dan lebih difokuskan untuk kegiatan produktif yaitu untuk 
pembangunan fasilitas publik. Untuk meningkatkan produktivitas 
pemerintah dalam rangka pengadaan fasilitas publik, maka pengalokasian 
Belanja Modal harus ditingkatkan. Faktor yang mempengaruhi alokasi 
Belanja Modal selain Pendapatan Asli daerah adalah Dana Alokasi 
Umum yang merupakan salah Satu Dana Perimbangan dari Pemerintah 
Pusat kepada Pemerintah Daerah.  
Dana Alokasi Umum ditujukan untuk pemerataan keuangan antar 
daerah sehingga tidak terjadi ketimpangan fiskal (fiscal gap) dalam 
rangka pelaksanaan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada 
Pemerintah Daerah. Dana Alokasi Umum juga merupakan sumber dana 
yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam alokasi Belanja Modal, 
hanya saja dana tersebut diterima dari Pemerintah Pusat. 
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum 
mempunyai pengaruh positif terhadap alokasi Belanja Modal. Daerah 
yang memiliki Dana Alokasi Umum yang besar maka dapat 
meningkatkan alokasi Belanja Modal sehingga pemerintah dapat 





3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal 
Belanja Modal yang merupakan komponen belanja langsung yang 
dalam pelaksanaannya lebih ditekankan pada kebutuhan daerah akan 
sarana dan prasaran untuk kelancara tugas pemrintah dan juga fasilitas 
umum selain dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi 
Umum juga dipengaruhi oleh Dana Aloksi Khusus. Dana Alokasi Khusus 
adalah dana tranfer dari pemerintah yang juga merupakan bagian dari 
Dana Perimbangan. Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang berasal 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditujukan untuk 
tujuan khusus seperti untuk sarana dan prasarana daerah miskin dan 
tertinggal, kawasan perbatasan, pengolahan limbah dan lain-lain. 
Persentase pengalokasian Dana Alokasi Khusus bergantung pada apakah 
daerah tersebut layak untuk menerima Dana Alokasi Khusus dan Indeks 
Fiskal Wilayah daerah tersebut. Sama dengan Dana Alokasi Umum, Dana 
Alokasi Khusus juga merupakan dana yang di alokasikan untuk Belanja 
Modal sehingga dapat menigkatkan pelayanan publik.  
Dari keterangan mengenai Dana Alokasi Khusus tersebut, maka dapat 
disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus  berpengaruh positif terhadap 
alokasi Belanja Modal oleh Pemerintah Daerah. Semakin besar Dana 
Alokasi Khusus yang diterima suatu daerah, maka alokasi Belanja Modal 




4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi umum dan Dana 
Alokasi Khusus Secara Bersama-sama terhadap Belanja Modal 
Belanja Modal merupakan belanja yang digunakan untuk pengeluaran 
yang dilakuakan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan 
aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua 
belas) bulan untuk digunakan dalam kegaitan pemerintahan seperti dalam 
bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi 
dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Belanja modal seharusnya didasarkan 
pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana yang ditujukan baik 
untuk kelancara tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas pelayanan 
publik. Dalam upaya untuk menigkatkan pelayanan publik sesuai dengan 
UU No 32 Tahun 2004, maka setiap daerah harus mampu untuk 
merealisasikan potensi ekonomi daerah setempat sehingga mampu 
meningkatkan penerimaan daerah untuk membiayai kebutuhan 
pengeluaran daerah. Sumber pendapatan daerah yang berasal dari potensi 
daerahnya masing-masing disebut kemudian Pendapatan Asli Daerah. 
Selain Pendapatan Asli Daerah, sumber pendapatan daerah lainnya 
berasal dari dana transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN) kepada pemerintah daerah, yaitu Dana Alokasi Umum dan Dana 
Alokasi Khusus yang merupakan bagian dari Dana Perimbangan. Dana 
Alokasi Umum merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang ditujukan 
untuk pemerataan ketimpangan fiskal antar daerah dalam rangka 
pelaksanaan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah 
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untuk menigkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Sementara 
Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang 
ditujukan untuk tujuan khusus dalam rangka meningkatkan pelayanan 
publik.  
Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi 
Khusus merupakan sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat 
dialokasikan untuk pengeluaran daerah yang salah satunya adalah Belanja 
Modal. Oleh karena itu, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum 
dan Dana Alokasi Khusus merupakan variabel-variabel yang dapat 
mempengaruhi alokasi Belanja Modal oleh pemerintah daerah. 
D. Paradigma Penelitian 
Hubungan antara variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum 









Gambar 2. Paradigma Penelitian. 
(  ) 
(  ) 









    = Variabel Independen 1, Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
    = Variabel Independen 2, Dana Alokasi Umum (DAU). 
    = Variabel Independen 3, Dana alokasi Khusus (DAK). 
Y  = Variabel Dependen, Belanja Modal. 
  = Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen. 
  = Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen 
 secara bersama-sama. 
E. Hipotesis Penelitian 
Berdasarkan kerangka berfikir dan paradigma penelitian di atas, hipotesis 
dari penelitian ini adalah: 
1. Terdapat pengaruh positif Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja 
Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 
2. Terdapat pengaruh positif Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal 
di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 
3. Terdapat pengaruh positif Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal 
di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 
4. Terdapat pengaruh positif Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum 
dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama terhadap Belanja Modal 










BAB III  
METODE PENELITIAN 
 
A. Jenis atau Desain Penelitian 
Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif karena dalam 
penelitian ini banyak mengunakan angka-angka dan analisis yang dilakukan 
menggunakan statistik. Penelitian ini juga termasuk dalam penelitian ex post 
facto, yaitu penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah 
terjadi dan kemudian merunut ke belakang melalui data untuk menemukan 
faktor-faktor yang mendahului atau menemukan sebab-sebab yang mungkin 
atas peristiwa yang diteliti (Alhamda, 2016: 5). 
B. Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
yaitu di Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo, 
Kabupaten Gunung Kidul dan Kota Yogyakarta. Periode yang diambil dalam 
penelitian ini adalah mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2016. Penelitian 
ini dilakukan antara bulan Oktober 2017. 
C. Populasi 
Populasi menurut  Sugiyono (2015: 80) adalah wilayah generalisasi yang 
terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 
yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulannya. Populasi dari penelitian ini adalah pemerintah daerah 
kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang 
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terdiri dari empat kabupaten dan satu kota, yaitu: 1) Kabupaten Sleman, 2) 
Kabupaten Bantul, 3) Kabupaten Kulonprogo, 4) Kabupaten Gunung Kidul 
dan 5) Kota Yogyakarta. 
D. Definisi Operasional Variabel 
1. Belanja Modal 
Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran oleh pemerintah yang 
sifatnya menambah inventaris atau menambah aset tetap yang 
memberikan manfaat lebih dari dua belas bulan (satu periode akuntansi) 
dan digunakan untuk kepentingan umum. Belanja Modal tidak hanya 
merupakan pengeluaran anggaran untuk pembelian aset atau inventaris, 
tetapi juga pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk 
biaya pemeliharaan yang sifatnya menambah dan mempertahankan masa 
manfaat aset, serta menambah kapasitas dan kualitas aset. Indikator untuk  
pengukuran Belanja Modal adalah: 
Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja 
Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi dan 
Jaringan + Belanja Aset Lainnya 
(Fiona Devi Purwanto, 2013: 37) 
2. Pendapatan Asli Daerah 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber pendapatan 
daerah yang dihasilkan dan berasal potensi daerahnya masing-masing 
yang dapat digali dan digunakan secara mandiri oleh daerah. Menurut UU 
Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah bersumber dari  Pajak 
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Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sehingga 
Pendapatan Asli Daerah dapat dirumuskan sebagai berikut: 
PAD = PD + RD + HPKDYD + LPADYS 
Keterangan: 
PAD  = Pendapatan Asli Daerah. 
PD  = Pajak Daerah. 
RD  = Retribusi Daerah. 
HPKDYD = Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 
LPADYS = Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 
(Fiona Devi Purwanto, 2013: 38) 
3. Dana Alokasi Umum 
Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer dari pemerintah 
pusat kepada pemerintah daerah yang penggunaannya diserahkan 
sepenuhnya kepada daerah. Rumus yang menjadi formula perhitungan 
Dana Alokasi Umum menurut DJPK (Direktorat Jenderal Perimbangan 
Keuangan)  adalah sebagai berikut: 
DAU = AD + CF 
Keterangan:  
DAU  = Dana Alokasi Umum 
AD  = Alokasi Dasar, yaitu Gaji PNS Daerah 




4. Dana Alokasi Khusus 
Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan 
kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan 
khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas 
nasional. 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitain ini adalah 
metode dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mencari, 
mengolah dan mencatat data yang berhubungan dengan penelitain ini. Data 
yang digunakan dalam penelitain ini adalah data sekunder, yaitu Laporan 
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah 
Kota dan Kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 
sampai dengan 2016. 
F. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 
hipotesis berupa analisis regresi linear sederhana dan analisis regresi linear 
berganda. Dalam analisis regresi linear berganda, agar persamaan regresi 
terebut layak digunakan atau diaplikasikan maka harus memenuhi uji asumsi 
klasik yaitu uji normalitas (normality), uji multikolinearitas 
(multikolinearity), uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi (Supriyadi, 
2014: 71). Uji Normalitas tidak digunakan dikarenakan dalam penelitian ini 
menggunakan populasi (tidak menggunakan sampel). 
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1. Uji Asumsi Klasik 
a. Uji Multikolonieritas (Multikolinearity) 
Uji multikolinearitas merupakan uji asumsi klasik yang bertujuan 
untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar 
variabel bebas (independen). Menurut Nugroho (2005: 58), jika nilai 
koefisien korelasi antara masing-masing variabel independen (bebas) 
kurang dari 0,7 maka persamaan (model) dapat dinyatakan bebas dari 
multikolinearitas. Jika koefisien korelasi lebih dari 0,7 maka 
diasumsikan terjadi korelasi yang sangat kuat antar variabel 
independen (bebas) sehingga terjadi multikolinearitas. Supriyadi 
(2014: 83) menjelaskan pengujian multikolinearitas dapat dilakukan 
dengan menggunakan uji VIF-TOL (Variance Inflation Factor-
Tolerance), uji klein dan CI (Condition Index). 
1) Pengujian dengan menggunakan VIF-TOL, jika nilai VIF tidak 
lebih kecil dari 10 (< 10) dan nilai Tolerance lebih besar dari 0,1, 
maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas. VIF = 
1/Tolerance, jika VIF = 10 maka Tolerance = 1/10 =0,1. Semakin 
tinggi VIF maka semakin rendah Tolerance. 
2) Uji klein dilakukan dengan membandingkan antara   
  atau nilai 
1-TOL (tolerance) dengan   . Jika lebih kecil maka tidak terdapat 
multikolinearitas. 




Sementara menurut Sunyoto (2011: 79), kriteria dari uji 
multikolinearitas adalah: 
1) Dikatakan terjadi multikolinearitas jika koefisien korelasi antar 
variabel bebas lebih besar dari 0,60 (pendapatan lain: lebih besar 
dari 0,50 dan 0,90). 
2) Dikatakan tidak terjadi multikolinearitas jika koefisien korelasi 
antar variabel lebih kecil dari 0,60 (≤ 60). 
Menurut Supriyadi (2014: 59), uji multikolinearitas merupakan 
bentuk pengujian bahwa seluruh variabel independen harus terbebas 
dari gejala multikolinearity atau dengan kata lain antara variabel 
independen tidak terdapat hubungan yang kuat. Dalam analisis regresi 
variabel independen (bebas) yang digunakan seharusnya tidak 
mempunyai multikolinearitas. Jika variabel independen saling 
berkorelasi, maka variabel-variabel tersebut tidak ortogonal. Variabel 
ortogonal merupakan variabel independen yang nilai korelasi antar 
variabel independennya sama dengan nol. 
b. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas (supriyadi, 2014: 60) merupakan asumsi 
dimana dalam regresi berganda varians dari residual (data) tidak 
konstan atau berubah-ubah secara sistematik seiring dengan 
berubahnya nilai variabel independen. Uji heteroskesdastisitas  
bertujuan untuk menguji terjadinya perbedaan variance residual suatu 
periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain atau gambaran 
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hubungan antara nilai yang diprediksi dengan Studentized Delete 
Residual (Nugroho, 2005: 62). Analisis regresi yang baik adalah jika 
tidak  terjadi heteroskedastisitas. Cara pengujian heteroskedastisitas 
dapat menggunakan metode grafik, uji korelasi rank spearman atau 
Uji Park. 
1) Metode Grafik 
Metode grafik dilakukan dengan membuat grafik antara variabel 
estimasi variabel dependen biasa Y estimate (sebagai sumbu datar) 
dengan variabel sisaan residual (sebagai sumbu tegak). Jika pola 
pada grafik berbentuk random atau acak, maka dapat dikatakan 
bahwa persamaan regresi tidak terjadi heteroskedastisitas. 
2) Uji Korelasi Rank Spearman 
Dalam uji korelasi rank spearman jika nilai p > 0,05 maka 
variabel independen tidak menyebabkan masalah 
heteroskesdastisitas. Jika nilai p < 0,05 variabel independen 
menyebabkan terjadi masalah heteroskedastisitas. 
3) Uji Park 
Dalam uji park jika nilai p > 0,05 maka variabel independen tidak 
menyebabkan masalah heteroskedastisitas. Jika nilai p < 0,05 




c. Uji Autokorelasi 
Menurut Supriyadi (2014: 60) uji autokorelasi merupakan salah 
satu bentuk uji asumsi klasik dimana nilai variabel dependen tidak 
mempunyai hubungan dengan variabel itu sendiri, baik nilai periode 
sebelumnya atau nilai periode sesudahnya. Persamaan regresi yang 
baik adalah yang tidak memiliki masalah autokorelasi. Jika terjadi 
autokorelasi maka persamaan tersebut menjadi tidak baik dan tidak 
layak pakai prediksi.  
Salah satu cara untuk pengujian autokorelasi dilakukkan dengan 
menggunakan uji Run Test. Run Tes digunakan untuk melihat apakah 
data residual terjadi secara random atau tidak. Menurut Ghozali 
(2012: 120) jika nilai asymp.sig (2-tailed) lebih besar dari 0,05, maka 
tidak terdapat masalah autokorelasi. Jika nilai asymp.sig (2-tailed) 
lebih kecil dari 0,05 maka terdapat masalah autokorelasi. 
2. Uji Hipotesis 
a. Analisis Regresi Linear Sederhana 
Analisis regresi linear sederhana merupakan analisis untuk 
mengetahui hubungan antara satu variabel independen dengan satu 
variabel dependen. Persamaan umum dari analisis regresi linear 
sederhana adalah sebagai berikut: 
Y = a + bX 
Keterangan: 
Y = Variabel dependen (Belanja Modal) 
a = Harga Y ketika harga X = 0 (harga konstan) 
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b = Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka 
peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang 
didasarkan pada perubahan variabel independen. Jika (+) maka 
arah garis naik, jika (-) maka arah garis turun. 
X = Variabel independen (PAD (  )/DAU (  )/DAK (  )) 
(Sugiyono, 2012: 261) 
Langkah-langkah dalam perhitungan analisis regresi linear 
sederhana adalah sebagai berikut: 
1) Menghitung nilai a dan b untuk menentukan persamaan regresi. 
Rumus yang digunakan untuk memperoleh nilai a adalah 
sebagai berikut: 
  
 ∑   ∑     ∑   ∑    
 ∑    ∑   
 
(Agus Irianto, 2009: 158) 
Rumus yang digunakan untuk menghitung nilai b adalah 
sebagai berikut: 
  
 ∑     ∑   ∑  
 ∑    ∑   
 
(Agus Irianto, 2009: 159) 
2) Menghitung koefisien determinasi sederhana antara   ,   .,    
dengan Y (       
 
         
 
    ). 
Koefisien determinasi digunakan untuk melakukan penafsiran 
(menginterpretasikan) seberapa besar varians yang terjadi pada 
variabel dependen mampu dijelaskan oleh variabel independen. 
Koefisien determinasi merupakan kuadrat dari koefisien korelasi 
(Irianto, 2009: 167). Koefisien korelasi (                  ) 
merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan 
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antara variabel (Sugiyono, 2012: 224). Arah dinyatakan dalam 
bentuk hubungan positif atau negatif sedangkan kuatnya hubungan 
dinyatakan dalam besarnya koefisien korelasi 
(                  ). Rumus perhitungan untuk koefisien korelasi 
(                  ) adalah:  
     ∑
     ̅     ̅ 
√∑    ̅  ∑    ̅  
 
(Agus Irianto, 2009: 136) 
Dalam analisis regresi linear sederhana, koefisien determinasi 
(       
 
         
 
   ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 
variabel independen menjelaskan variabel dependen. Nilai 
koefisien determinasi (       
 
         
 
   ) berkisar antara 0 
dan 1 (0 ≤   ≤ 1). Semakin tinggi nilai koefisien determinasi 
(       
 
         
 
   ) maka semakin baik kemampuan variabel 
independen dalam menjelaskan variabel dependen. Semakin kecil 
nilai koefisien determinasi (       
 
         
 
   ) maka 
kemampuan variabel independen dalam menjelaskan 
keterikatannya dengan variabel dependen terbatas. 
3) Menguji signifikansi dengan uji t. 
Menurut Widarjono (2010: 19) uji signifikansi (significant 
test) pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 
secara individu dilakukan melalui uji t. Dalam hal ini berarti untuk 
menguji signifikansi pengaruh variabel independen (Pendapatan 
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Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana 
Alokasi Khusus (DAK)) secara parsial atau individual terhadap 
variabel dependen (Belanja Modal) dilakukan dengan 
menggunakan uji t (t-test). Uji t dilakukan dengan 
membandingkan nilai signifikansi pada tabel uji t dengan nilai 
alpha (α) yang telah ditentukan. α merupakan probabilitas 
menolak hipotesis yang benar. Semakin kecil α berarti semakin 
kecil probabilitas menolak hipotesis yang benar dan semakin besar 
α berarti semakin besar probabilitas menolak hipotesis yang benar. 
Dalam praktiknya, α biasanya ditentukan secara arbiter, yaitu 1%, 
5% dan maksimum 10% (Widarjono, 2010: 28). Rumus yang 
digunakan untuk melakukan uji siginifikansi (uji t) adalah sebagai 
berikut: 
  
 √   




t = t hitung 
r = Koefisien korelasi 
n = Jumlah sampel 
(Sugiyono, 2012: 230) 
b. Analisis Regresi Linear Berganda 
Analisis regresi linear berganda adalah analisis yang digunakan 
untuk meramalkan (menjelaskan) antara satu varabel dependen 
dengan lebih dari satu variabel dependen. Persamaan yang umum 
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digunakan dalam analisis regresi untuk tiga variabel independen 
adalah sebagai berikut: 
                   
Keterangan: 
Y = Variabel dependen (Belanja Modal) 
   = Variabel independen pertama (Pendapatan Asli Daerah) 
   = Variabel independen kedua (Dana Alokasi Umum) 
   = Variabel independen ketiga (Dana Alokasi Khusus) 
   = Koefisien regresi variabel    
   = Koefisien regresi variabel    
   = Koefisien regresi variabel    
(Sugiyono, 2012: 275) 
Langkah-langkah dalam perhitungan analisis regresi linear 
berganda adalah sebagai berikut: 
1) Menghitung nilai a,   ,   , dan    untuk menentukan persamaan 
regresi. 
Rumus yang digunakan untuk menghitung nilai a adalah 
sebagai berikut: 
   ̅     ̅     ̅     ̅  
(Agus Irianto, 2009: 195) 
Persamaan yang digunakan untuk memperoleh nilai   ,    
dan    adalah: 
∑      ∑  
    ∑       ∑      
∑      ∑       ∑       ∑      
∑      ∑       ∑       ∑  




2) Menghitung koefisien determinasi regresi linear berganda 
(           . 
Koefisien determinasi regresi linear berganda    
        
  
mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan 
variasi variabel dependen. Koefisien determinasi    
        
  dapat 
menginterpretasikan sejauh mana keeratan hubungan antara 
variabel independen dengan dependen. Koefisien determinasi 
   
        
  linear berganda merupakan kuadrat dari koefisien 
korelasi (         ) berganda. Persamaan dari koefisien korelasi 
(         ) linear berganda adalah sebagai berikut: 
          




          = Koefisien korelasi regresi berganda dengan tiga   
variabel independen. 
   = Koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah. 
   = Koefisien regresi variabel Dana Alokasi Umum. 
   = Koefisien korelasi variabel Dana Alokasi Khusus. 
   = Variabel Pendapatan Asli Daerah 
   = Variabel Dana Alokasi Umum 
   = Variabel Dana Alokasi Khusus 
Y = Variabel Belanja Modal 
(Sugiyono, 2012: 286) 
Analisis regresi linear berganda menggunakan koefisien 
determinasi    
          untuk mengukur seberapa jauh kemampuan 
model regresi dalam menerangkan setiap variabel independen. 
Nilai koefisien determinasi    
        
  terletak antara 0 dan 1 (0 ≤ 
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  ≤ 1). Jika nikai koefisien determinasi    
        
  semakin 
mendekati 1 maka garis regresi atau persamaan regresi semakin 
baik dan jika nilai koefisien determinasi    
          semakin 
mendekati 0 maka garis regresi atau persamaan regresi semakin 
kurang baik (Widarjono, 2010: 20). Semakin tinggi koefisien 
determinasi    
        
  maka akan semakin baik kemampuan 
variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. 
Semakin kecil nilai koefisien determinasi    
        
  berarti 
kemampuan variabel independen dalam menjelaskan 
keterikatannya dengan variabel dependen terbatas. Jika nilai 
koefisien determinasi    
        
  mendekati satu berarti variabel-
variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 
dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.  
3) Menguji signifikansi regresi berganda menggunakan uji F. 
Widarjono (2010: 19) menjelaskan bahwa untuk uji 
signifikansi pengaruh semua variabel independen secara serentak 
terhadap variabel dependen dilakukan dengan uji F. Dalam hal ini 
berarti untuk menguji signifikansi variabel independen 
(Pendapatan Asli Daerah (  ), Dana Alokasi Umum (  ) dan 
Dana Alokasi Khusus (  )) secara bersama-sama terhadap 
variabel dependen (Belanja Modal (Y)) dilakukan dengan uji F. 
Supriyadi (2014: 58) juga menjelaskan  bahwa untuk menguji 
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signifikansi seluruh variabel independen terhadap variabel 
dependen dilakukan dengan melihat nilai signifikan dengan uji F 
pada tabel ANOVA dan membandingkannya dengan nilai alpha 
(α) yang ditentukan (umumnya nilai α yang digunakan 0,01; 0,05; 
0,10). Persamaan yang digunakan dalam pengujian signifikansi 
dalam analisis regresi linear berganda (uji F) adalah: 
 
   
    
              
 
Keterangan: 
   = Harga F garis regresi. 
  = Jumlah variabel bebas. 
  = Jumlah sampel. 
   = Koefisien determinasi regresi berganda. 













BAB IV  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian 
1. Data Umum 
a. Gambaran Umum Wilayah Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta 
Wilayah administrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 
terbagi menjadi lima kabupaten/kota, yaitu: Kabupaten Kulon Progo, 
Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman dan 
Kota Yogyakarta. Jumlah kecamatan di Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta sebanyak 78 kecamatan dan terbagi menjadi 438 
desa/kelurahan. Daerah dengan luas wilayah terluas adalah Kabupaten 
Gunungkidul sebesar 1.485,4     atau 46,6 persen dari keseluruhan 
luas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah dengan luas 
wilayah terkecil adalah Kota Yogyakarta denga luas wilayah 32,5 
    atau 1,02 persen dari luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta. 
Penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta terdiri dari pemerintah daerah selaku eksekutif dan DPRD 
(Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) selaku legislatif. Pemerintah 
daerah dipimpin oleh seorang Gubernur dan Wakil Gubernur yang 
dipilih melalui proses penetapan Sultan Yogyakarta yang bertahta 
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sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam sebagai Wakil Gubernur 
sebagai implementasi undang-undang keistimewaan Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Gubernur dibantu oleh perangkat daerah yang 
terdiri dari Sekretaris Daerah (Sekda) dan Lembaga Teknis Daerah 
dalam penyelenggaraan pemerintahan. 
b. Objek Penelitian 
Obyek penelitian ini adalah kabupaten dan kota di Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Jumlah kabupaten/kota di Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta adalah 5 (lima) kabupaten/kota. Lima 
kabupaten/kota tersebut terdiri dari: 
1) Kabupaten Kulon Progo 
2) Kabupaten Bantul 
3) Kabupaten Gunungkidul 
4) Kabupaten Sleman 
5) Kota Yogyakarta 
Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berjumlah 35 
(tiga puluh lima) yang di dapat dari Laporan Realisasi Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APDB) kabupaten dan kota di 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010 sampai dengan 
2016. Data tersebut diperoleh dari statistik keuangan yang 
dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bekerjasama dengan 
pemerintah daerah setempat. Data tersebut telah disesuaikan dengan 
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
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Kabupaten Bantul asli yang diperoleh dari bagian anggaran Badan 
Keuangan dan Aset Daeah (BKAD) Kabupaten Bantul tahun anggaran 
2010 sampai dengan 2016 dan diyakini bahwa data dan nominal yang 
telah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik adalah benar-benar 
sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah yang asli. Data realisasi APBD Pemerintah kota dan 
kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Laporan 
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah 
Kabupaten Bantul terlampir. 
2. Data Khusus 
Penelitian ini menggunakan empat data, yaitu tentang Pendapatan 
Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus 
(DAK) dan Belanja Modal. Deskripsi data mengenai keempat data 
tersebut diperlukan sebelum melakukan melakukan pengujian antara 
variabel independen dengan variabel dependen. Deskripsi data tersebut 
meliputi jumlah data, nilai maksimum (maximum), nilai minimum, nilai 
rata-rata (mean) dan standar deviasi (deviation standard) dari setiap 
variabel  yang digunakan.  
Data khusus mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana 
Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Modal 
di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010 sampai dengan tahun 
2016 disajikan dalam tabel di bawah ini: 
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Tabel 3. Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana 
Alokasi Khusus Pemerintah Daerah di Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta Tahun 2010 (Dalam Ribuan Rupiah) 
No Kab/Kota PAD DAU DAK Belanja Modal 
1 Kulon Progo 48.589.685 411.293.618 41.614.100 46.582.089 
2 Bantul 81.637.099 573.512.337 60.565.500 123.249.280 
3 Gunungkidul 42.542.031 521.293.704 77.574.200 47.001.129 




179.423.640 395.444.062 13.599.100 54.040.432 
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017. 
Tabel 4. Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana 
Alokasi Khusus Pemerintah Daerah di Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta Tahun 2011 (Dalam Ribuan Rupiah) 
No Kab/Kota PAD DAU DAK Belanja Modal 
1 Kulon Progo 53.752.294 444.043.865 48.336.500 105.604.886 
2 Bantul 128.896.456 625.060.827 45.919.200 119.417.030 
3 Gunungkidul 54.426.419 572.008.916 59.156.800 111.021.474 




228.870.562 436.129.821 1.761.900 59.151.113 
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017. 
Tabel 5. Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana 
Alokasi Khusus Pemerintah Daerah di Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta Tahun 2012 (Dalam Ribuan Rupiah) 
No Kab/Kota PAD DAU DAK Belanja Modal 
1 Kulon Progo 74.028.664 531.104.016 45.379.520 147.830.580 
2 Bantul 166.597.778 768.034.584 63.281.450 140.106.753 
3 Gunungkidul 67.050.782 687.944.489 70.584.420 164.360.940 




338.839.606 536.466.614 6.485.350 88.335.891 
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017. 
 
Tabel 6. Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana 
Alokasi Khusus Pemerintah Daerah di Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta Tahun 2013 (Dalam Ribuan Rupiah) 
No Kab/Kota PAD DAU DAK Belanja Modal 
1 Kulon Progo 95.991.513 594.978.790 52.894.140 123.313.525 
2 Bantul 224.197.864 854.810.634 47.196.880 183.269.840 
3 Gunungkidul 83.427.448 779.069.238 59.793.058 156.373.178 




383.052.140 597.212.209 6.220.630 167.079.742 
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017. 
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Tabel 7. Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana 
Alokasi Khusus Pemerintah Daerah di Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta Tahun 2014 (Dalam Ribuan Rupiah) 
No Kab/Kota PAD DAU DAK Belanja Modal 
1 Kulon Progo 158.623.927 639.409.211 47.077.300 146.576.953 
2 Bantul 357.411.064 949.252.188 60.914.370 310.415.291 
3 Gunungkidul 159.304.338 847.388.294 46.172.145 127.289.722 




470.634.763 618.742.253 2.249.900 193.078.280 
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017. 
 
Tabel 8. Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana 
Alokasi Khusus Pemerintah Daerah di Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta Tahun 2015 (Dalam Ribuan Rupiah) 
No Kab/Kota PAD DAU DAK Belanja Modal 
1 Kulon Progo 170.822.327 657.260.489 53.806.400 226.055.713 
2 Bantul 390.624.492 942.850.827 72.359.660 334.880.395 
3 Gunungkidul 196.099.245 872.566.961 84.971.370 238.175.034 




510.548.823 622.365.351 2.342.700 256.395.157 
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017. 
Tabel 9. Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana 
Alokasi Khusus Pemerintah Daerah di Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta Tahun 2016 (Dalam Ribuan Rupiah) 
No Kab/Kota PAD DAU DAK 
Belanja 
Modal 
1 Kulon Progo 180.273.364 718.490.508 212.673.879 241.983.753 
2 Bantul 404.454.704 999.814.365 99.372.455 284.060.533 
3 Gunungkidul 206.278.865 954.997.369 253.996.628 234.690.533 




540.504.300 670.278.830 151.641.280 259.589.340 
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017. 
Dari data sekunder tentang realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), 
Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja 
Modal tahun 2010-2016 yang telah dikumpulkan, maka deskripsi data 




Tabel 10: Deskriptif Statistik Data Penelitian (Dalam Ribuan Rupiah) 





35 42.542.031 717.151.176 259.275.659,3 185.816.341,9 
Dana Alokasi Umum 35 395.444.062 1.014.310.630 704.433.954,8 184.042.653,1 
Dana Alokasi 
Khusus 
35 1.761.900 253.996.628 67.153.938,06 60.174.829,29 
Belanja Modal 35 46.582.089 426.782.827 178.900.542,5 92.398.011,79 
Valid N (listwise) 35     
Sumber:  Data sekunder diolah, 2017 
Tabel di atas menjelaskan tentang deskripsi dari masing-masing 
variabel penelitian. Penjelasan secara rinci dari tabel tersebut adalah 
sebagai berikut: 
a. Belanja Modal 
Berdasarkan tabel 10 tentang deskriptif data penelitian, diketahui 
bahwa jumlah populasi Belanja Modal yang diteliti sebanyak 35 (tiga 
puluh lima). Variabel Belanja Modal mempunyai nilai minimal 
sebesar Rp 46.582.089.000,- yang diperoleh dari Kabupaten Kulon 
Progo pada tahun 2010. Nilai maksimal variabel Belanja Modal 
adalah sebesar Rp 426.782.827.000,- yang diperoleh dari Kabupaten 
Sleman pada tahun 2015. Nilai rata-rata (mean) variabel Belanja 
Modal adalah 178.900.542,5 sedangkan nilai standar deviasi variabel 
Belanja Modal adalah 92.398.011,79. Data mengenai urutan alokasi 
Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari tertinggi 
sampai dengan terendah tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 dapat 




Tabel 11. Alokasi Belanja Modal dari Tertinggi ke Terendah di 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2016 
No Belanja Modal Tahun Kab/Kota No Belanja Modal Tahun Kab/Kota 
1      426.782.827  2015 Sleman 19   147.830.580  2012 Kulon Progo 
2      344.002.326  2016 Sleman 20   146.576.953  2014 Kulon Progo 
3      334.880.395  2015 Bantul 21   140.106.753  2012 Bantul 
4      310.415.291  2014 Bantul 22   132.536.252  2012 Sleman 
5      284.060.533  2016 Bantul 23   127.289.722  2014 Gunungkidul 
6      265.485.461  2014 Sleman 24   123.313.525  2013 Kulon Progo 
7      259.589.340  2016 Kota Yogyakarta 25   123.249.280  2010 Bantul 
8      256.395.157  2015 Kota Yogyakarta 26   119.417.030  2011 Bantul 
9      241.983.753  2016 Kulon Progo 27   111.021.474  2011 Gunungkidul 
10      238.175.034  2015 Gunungkidul 28   105.604.886  2011 Kulon Progo 
11      234.690.533  2016 Gunungkidul 29     99.812.269  2010 Sleman 
12      226.055.713  2015 Kulon Progo 30     96.111.399  2011 Sleman 
13      206.859.866  2013 Sleman 31     88.335.891  2012 Kota Yogyakarta 
14      193.078.280  2014 Kota Yogyakarta 32     59.151.113  2011 Kota Yogyakarta 
15      183.269.840  2013 Bantul 33     54.040.432  2010 Kota Yogyakarta 
16      167.079.742  2013 Kota Yogyakarta 34     47.001.129  2010 Gunungkidul 
17      164.360.940  2012 Gunungkidul 35     46.582.089  2010 Kulon Progo 
18      156.373.178  2013 Gunungkidul         
Sumber: Data Sekunder diolah, 2017. 
b. Pendapatan Asli Daerah 
Berdasarkan tabel 10 tentang deskriptif data penelitian, diketahui 
bahwa jumlah populasi Pendapatan Asli Daerah yang diteliti sebanyak 
35 (tiga puluh lima). Variabel Pendapatan Asli Daerah mempunyai 
nilai minimal sebesar Rp 42.542.031.000,- yang diperoleh dari 
Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2010. Nilai maksimal variabel 
Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar Rp 717.151.176.000,- yang 
diperoleh dari Kabupaten Sleman pada tahun 2016. Nilai rata-rata 
(mean) variabel Pendapatan Asli Daerah adalah 259. 275.659,3 
sedangkan nilai standar deviasi variabel Pendapatan Asli Daerah 
adalah 185.816.341,9. Data mengenai urutan Pendapatan Asli Daerah 
di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari tertinggi sampai dengan 
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terendah tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat pada 
tabel berikut. 
Tabel 12. Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta dari Tertinggi ke Terendah Tahun 2010-2016 
No PAD Tahun Kab/Kota No PAD Tahun Kab/Kota 
1   717.151.176  2016 Sleman 19   180.273.364  2016 Kulon Progo 
2   643.130.080  2015 Sleman 20   179.423.640  2010 Kota Yogyakarta 
3   577.380.071  2014 Sleman 21   170.822.327  2015 Kulon Progo 
4   540.504.300  2016 Kota Yogyakarta 22   166.597.778  2012 Bantul 
5   510.548.823  2015 Kota Yogyakarta 23   163.056.459  2010 Sleman 
6   470.634.763  2014 Kota Yogyakarta 24   159.304.338  2014 Gunungkidul 
7   449.270.306  2013 Sleman 25   158.623.927  2014 Kulon Progo 
8   404.454.704  2016 Bantul 26   128.896.456  2011 Bantul 
9   390.624.492  2015 Bantul 27     95.991.513  2013 Kulon Progo 
10   383.052.140  2013 Kota Yogyakarta 28     83.427.448  2013 Gunungkidul 
11   357.411.064  2014 Bantul 29     81.637.099  2010 Bantul 
12   338.839.606  2012 Kota Yogyakarta 30     74.028.664  2012 Kulon Progo 
13   301.069.539  2012 Sleman 31     67.050.782  2012 Gunungkidul 
14   228.870.562  2011 Kota Yogyakarta 32     54.426.419  2011 Gunungkidul 
15   226.686.250  2011 Sleman 33     53.752.294  2011 Kulon Progo 
16   224.197.864  2013 Bantul 34     48.589.685  2010 Kulon Progo 
17   206.278.865  2016 Gunungkidul 35     42.542.031  2010 Gunungkidul 
18   196.099.245  2015 Gunungkidul         
Sumber: Data Sekunder Diolah, 2017. 
c. Dana Alokasi Umum 
Berdasarkan tabel 10 tentang deskriptif data penelitian, diketahui 
bahwa jumlah populasi Dana Alokasi Umum yang diteliti sebanyak 
35 (tiga puluh lima). Variabel Dana Alokasi Umum mempunyai nilai 
minimal sebesar Rp 395.444.062.000,- yang diperoleh dari Kota 
Yogyakarta pada tahun 2010. Nilai maksimal variabel Dana Alokasi 
Umum adalah sebesar Rp 1.014.310.630.000,- yang diperoleh dari 
Kabupaten Sleman pada tahun 2016. Nilai rata-rata (mean) variabel 
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Dana Alokasi Umum adalah 704.433.954,3 sedangkan nilai standar 
deviasi variabel Dana Alokasi Umum adalah 184.042653,1. Data 
mengenai urutan penerimaan Dana Alokasi Umum di Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2016 dari tertinggi ke terendah 
adalah sebagai berikut. 
Tabel 13. Penerimaan Dana Alokasi Umum dari Tertinggi ke 
Terendah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 
2010-2016 
No DAU Tahun  Kab/Kota No DAU Tahun  Kab/Kota 
1   1.014.310.630  2016 Sleman 19   639.409.211  2014 Kulon Progo 
2      999.814.365  2016 Bantul 20   631.920.733  2011 Sleman 
3      984.410.612  2015 Sleman 21   625.060.827  2011 Bantul 
4      954.997.369  2016 Gunungkidul 22   622.365.351  2015 Kota Yogyakarta 
5      952.102.502  2014 Sleman 23   618.742.253  2014 Kota Yogyakarta 
6      949.252.188  2014 Bantul 24   597.212.209  2013 Kota Yogyakarta 
7      942.850.827  2015 Bantul 25   594.978.790  2013 Kulon Progo 
8      891.589.912  2013 Sleman 26   573.512.337  2010 Bantul 
9      872.566.961  2015 Gunungkidul 27   572.008.916  2011 Gunungkidul 
10      854.810.634  2013 Bantul 28   563.320.892  2010 Sleman 
11      847.388.294  2014 Gunungkidul 29   536.466.614  2012 Kota Yogyakarta 
12      795.708.767  2012 Sleman 30   531.104.016  2012 Kulon Progo 
13      779.069.238  2013 Gunungkidul 31   521.293.704  2010 Gunungkidul 
14      768.034.584  2012 Bantul 32   444.043.865  2011 Kulon Progo 
15      718.490.508  2016 Kulon Progo 33   436.129.821  2011 Kota Yogyakarta 
16      687.944.489  2012 Gunungkidul 34   411.293.618  2010 Kulon Progo 
17      670.278.830  2016 Kota Yogyakarta 35   395.444.062  2010 Kota Yogyakarta 
18      657.260.489  2015 Kulon Progo         
Sumber: Data Sekunder Diolah, 2017. 
d. Dana Alokasi Khusus 
Berdasarkan tabel 10 tentang deskriptif data penelitian, diketahui 
bahwa jumlah populasi Dana Alokasi Khusus yang diteliti sebanyak 
35 (tiga puluh lima). Variabel Dana Alokasi Khusus mempunyai nilai 
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minimal sebesar Rp 1.761.900,- yang diperoleh dari Kota Yogyakarta 
pada tahun 2011. Nilai maksimal variabel Dana Alokasi Khusus 
adalah sebesar Rp 253.996.628,- yang diperoleh dari Kabupaten 
Gunungkidul pada tahun 2016. Nilai rata-rata (mean) variabel Dana 
Alokasi Khusus adalah 67.153.938,06 sedangkan nilai standar deviasi 
variabel Dana Alokasi Khusus adalah 60.174.829,29. Data mengenai 
penerimaan Dana Alokasi Khusus dari tertinggi ke terendah di 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2016 dapat dilihat 
pada tabel berikut. 
Tabel 14. Penerimaan Dana Alokasi Khusus dari Tertinggi ke 
Terendah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 
2010-2016 
No DAK Tahun  Kab/Kota No DAK Tahun  Kab/Kota 
1   253.996.628  2016 Gunungkidul 19   52.237.390  2012 Sleman 
2   240.745.571  2016 Sleman 20   50.823.330  2013 Sleman 
3   212.673.879  2016 Kulon Progo 21   48.673.210  2014 Sleman 
4   151.641.280  2016 Kota Yogyakarta 22   48.336.500  2011 Kulon Progo 
5     99.372.455  2016 Bantul 23   47.196.880  2013 Bantul 
6     84.971.370  2015 Gunungkidul 24   47.077.300  2014 Kulon Progo 
7     77.574.200  2010 Gunungkidul 25   46.172.145  2014 Gunungkidul 
8     72.359.660  2015 Bantul 26   45.919.200  2011 Bantul 
9     70.584.420  2012 Gunungkidul 27   45.379.520  2012 Kulon Progo 
10     69.847.300  2010 Sleman 28   42.650.300  2011 Sleman 
11     63.281.450  2012 Bantul 29   41.614.100  2010 Kulon Progo 
12     60.914.370  2014 Bantul 30   13.599.100  2010 Kota Yogyakarta 
13     60.565.500  2010 Bantul 31     6.485.350  2012 Kota Yogyakarta 
14     59.793.058  2013 Gunungkidul 32     6.220.630  2013 Kota Yogyakarta 
15     59.156.800  2011 Gunungkidul 33     2.342.700  2015 Kota Yogyakarta 
16     57.469.896  2015 Sleman 34     2.249.900  2014 Kota Yogyakarta 
17     53.806.400  2015 Kulon Progo 35     1.761.900  2011 Kota Yogyakarta 
18     52.894.140  2013 Kulon Progo         
Sumber: Data Sekunder Diolah, 2017. 
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3. Analisis Data 
a. Uji Asumsi Klasik 
1) Uji Multikolinearitas 
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model 
regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 
(independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 
korelasi antar variabel bebasnya. Hasil uji multikolinearitas 
dengan menggunakan koefisien korelasi adalah sebagai berikut: 
Tabel 15. Hasil Uji Multikolinearitas dengan Koefisien Korelasi 
Variabel Independen 
Pendapatan Asli 
Daerah (  ) 
Dana Alokasi 
Umum (  ) 
Dana Alokasi 
Khusus (  ) 
Pendapatan Asli 
Daerah (  ) 
1 0,564 0,164 
Dana Alokasi Umum 
(  ) 
0,564 1 0,472 
Dana Alokasi Khusus 
(  ) 
0,164 0,472 1 
Sumber: Data Sekunder Diolah, 2017 
Tabel 15 di atas menjelaskan bahwa variabel-variabel bebas 
(independen) yang digunakan dalam penelitian, yaitu Pendapatan 
Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus 
terbebas dari gejala multikolinearitas atau dengan kata lain antara 
variabel independen tidak terdapat hubungan yang kuat. Dalam uji 
multikolinearitas, dikatakan terjadi multikolinearitas jika koefisien 
korelasi antara variabel bebas (independen) lebih besar dari 0,7 (> 
0,7), sedangkan jika koefisien korelasi antara variabel independen 
lebih kecil dari 0,7 (< 0,7) maka dikatakan tidak terjadi 
multikolinearitas. Dalam tabel 12 terlihat bahwa korelasi antar 
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variabel bebas (independen) secara keseluruhan lebih kecil dari 
0,7 sehingga dapat dikatakan bahwa antar variabel bebas 
(independen) tidak terjadi multikolinearitas. 
Uji Multikolinearitas juga dapat dilakukan dengan 
menggunakan uji VIF (Variance Inflation Factor) dan Tolerance. 
Hasil dari uji multikolinearitas dengan metode tersebut adalah 
sebagai berikut: 
Tabel 16. Hasil Uji Mulitikolinearitas dengan VIF dan Tolerance 
Model T Sig. Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
1 
(Constant) -2,097 0,044   
Pendapatan Asli Daerah 4,206 0,000 0,669 1,495 
Dana Alokasi Umum 4,379 0,000 0,534 1,873 
Dana Alokasi Khusus 1,199 0,240 0,762 1,313 
Dependent variabel: Belanja Modal 
Sumber: Data Sekunder Diolah, 2017 
Tabel 16  di atas menjelaskan bahwa antara variabel bebas 
(independen) tidak terjadi multikollinearitas. Jika nilai VIF lebih 
dari 10 (> 10) maka dikatakan terdapat multikolinearitas, 
sedangkan jika VIF lebih kecil dari 10 (< 10) maka dikatakan 
tidak terjadi multikolinearitas. Berdasarkan tabel 13 terlihat 
bahwa nilai VIF Pendapatan Asli Daerah 1,495, lebih kecil dari 
10 (1,495 < 10), sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Nilai 
VIF Dana Alokasi Umum adalah 1,873, lebih kecil dari 10 (1,873 
< 10), sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Nilai VIF Dana 
Alokasi Khusus adalah 1,313, lebih kecil dari 10 (1,313 < 10), 
sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Jika nilai Tolerance lebih 
besar dari 0,10 (Tol > 0,10) maka dikatakan tidak terjadi 
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multikolinearitas, sedangkan jika nilai Tolerance (Tol < 0,10) 
maka dikatakan terjadi multikolinearitas. Berdasarkan tabel 13, 
nilai Tolerance Pendapatan Asli Daerah adalah 0,669, lebih besar 
dari 0,10 (0,669 > 0,10), sehingga tidak terjadi multikolinearitas. 
Nilai Tolerance Dana Alokasi Umum adalah 0,534, lebih besar 
dari 0,10 (0,534 > 0,10), sehingga tidak terjadi multikolinearitas. 
Nilai Tolerance Dana Alokasi Khusus adalah 0,762, lebih besar 
dari 0,10 (0,762 > 0,10), sehingga tidak terjadi multikolinearitas. 
2) Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah pada 
model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel 
independen. Model regresi yang baik adalah jika tidak terjadi 
heteroskedastisitas. Cara pengujian heteroskedastisitas dapat 
dillakukan dengan tiga cara, yaitu: 
a) Metode grafik (Scatterplot) 
Metode grafik dilakukan dengan membuat grafik antara 
variabel estimasi variabel dependen atau Y estimate (sebagai 
sumbu datar) dengan variabel sisaan residual (sebagai sumbu 
tegak). Jika pola pada grafik berbentuk random atau acak, 
maka dikatakan persamaan regresi tidak terjadi masalah 
heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dengan 





Sumber: Data Sekunder Diolah, 2017. 
Gambar 3. Grafik Scatterplot Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Dari gambar 3 di atas terlihat bahwa titik-titik (plot) 
menyebar secara random (acak) serta tersebar baik di atas 
maupun di bawah angka 0. Pola penyebaran titik-titik (plot) 
tidak teratur serta tidak membentuk pola tertentu. Titik-titik 
data juga tidak hanya mengumpu; di atas atau di bawah saja, 
selain itu titik-titik data tidak membentuk pola bergelombang 
melebar kemudian menyempit kemudian melebar kembali. 
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak 
terdapat masalah heteroskedastisitas. 
b) Uji Rank Spearman 
Hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Rank 

























1,000 0,573 0,003 -0,092 
Sig. (2-tailed) . 0,000 0,986 0,601 






0,573 1,000 0,542 -0,032 
Sig. (2-tailed) 0,000 . 0,001 0,857 






0,003 0,542 1,000 0,154 
Sig. (2-tailed) 0,986 0,001 . 0,378 






-0,092 -0,032 0,154 1,000 
Sig. (2-tailed) 0,601 0,857 0,378 . 
N 35 35 35 35 
Sumber: Data Sekunder Diolah, 2017. 
Cara mendeteksi heteroskedastisitas dengan uji Rank 
Spearman adalah jika nilai signifikansi (2-tailed) lebih besar 
dari 0,05 (p > 0,05) maka variabel independen tidak 
menyebabkan masalah heteroskedastisitas. Jika nilai 
signifikansi (2-tailed) lebih kecil dari 0,05 (p < 0,05) maka 
variabel independen menyebabkan masalah 
heteroskedastisitas. Dari tabel 14 dapat dilihat bahwa nilai sig. 
(2-tailed) Pendapatan Asli Daerah adalah 0,601, nilai sig. (2-
tailed) Dana Alokasi Umum adalah 0,857 dan nilai sig. (2-
tailed) Dana Alokasi Khusus adalah 0,378. Secara keseluruhan 
nilai signifikansi (2-tailed) lebih besar dari 0,05 sehingga 
dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah 




c) Uji Park 
Hasil dari uji heteroskedastisitas dengan uji Park adalah 
sebagai berikut: 






B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 19,435 37,969  0,512 0,612 
Lnx1 0,535 0,779 0,182 0,687 0,497 
Lnx2 -0,309 2,620 -0,035 -0,118 0,907 
Lnx3 0,600 0,489 0,306 1,228 0,229 
a. Dependent Variable: Lnei2 
Keterangan: 
Lnei2 : Logaritma Natural Data Residual 
Lnx1 : Logaritma Natural Pendapatan Asli Daerah 
Lnx2 : Logaritma Natural Dana Alokasi Umum 
Lnx3 : Logaritma Natural Dana Alokasi Khusus 
Sumber: Data Sekunder Diolah, 2017. 
Uji heteroskedastisitas dengan uji Park dilakukan dengan 
meregresikan antara nilai Ln kuadrat unstandarized residual 
dengan nilai Ln variabel  independen. Jika nilai signifikansi 
(p) lebih besar dari 0,05 maka variabel independen tidak 
menyebabkan masalah heteroskedastisitas. Jika nilai signifikan 
(p) lebih kecil dari 0,05 maka variabel independen 
menyebabkan masalah heteroskedastisitas. Hasil uji Park pada 
tabel 15 terlihat bahwa nilai signifikansi Lnx1 (Pendapatan 
Asli Daerah) adalah 0,497; nilai signifikansi Lnx2 (Dana 
Alokasi Umum) adalah 0,907 dan nilai signifikansi Lnx3 
(Dana Alokasi Khusus) adalah 0,229. Secara keseluruhan nilai 
signifikansi (p) lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan 
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bahwa variabel independen tidak menyebabkan masalah 
heteroskedastisitas. 
3) Uji Autokorelasi 
Uji autokorelasi bertujuan untuk mengidentifikasi apakah 
dalam model regresi terdapat hubungan antar kesalahan 
pengganggu pada periode t (periode tertentu) dengan periode t-1 
(periode sebelumnya). Persamaan regresi yang baik merupakan 
persamaan yang tidak memiliki masalah autokorelasi. Salah satu 
cara untuk melakukan pengujian autokorelari adalah dengan 
menggunakan uji Run Test. Hasil uji autokorelasi menggunakan 
metode Run Test adalah sebagai berikut: 
Tabel 19: Hasil Uji Autokorelasi Metode Run Test 




Cases < Test Value 17 
Cases >= Test Value 18 
Total Cases 35 
Number of Runs 20 
Z 0,348 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,728 
a. Median 
Sumber: Data Sekunder Diolah, 2017. 
Cara pengambilan keputusan uji autokorelasi metode Run 
Test adalah jika nilai Asymp. Sig (2-tailed) lebih kecil dari 0,05 
maka terdapat masalah autokorelasi. Jika nilai Asymp. Sig (2-
tailed) lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat masalah 
autokorelasi. Berdasarkan tabel 16 hasil uji autokorelasi dengan 
metode Run Test, diperoleh hasil Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 
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0,728. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 (0,728 > 0,05) sehingga 
dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat masalah 
autokorelasi  
b. Uji Hipotesis 
1) Analisis Regresi Linier Sederhana 
a) Uji Hipotesis Pertama 
Uji hipotesis pertama merupakan analisis regresi sederhana 
antara Pendapatan Asli Daerah (  ) terhadap Belanja Modal 
(Y). Hasil dari analisis regresi linear sederhana antara 
Pendapatan Asli Daerah (  ) terhadap Belanja Modal (Y) 
adalah sebagai berikut: 
Tabel 20. Ringkasan Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana 
antara Pendapatan Asli Daerah (  ) terhadap 
Belanja Modal (Y) 
Variabel 
Independen 
Kostanta  Koefisien 
Regresi 
      
 
    t Sig. Keterangan 
PAD 83.622.288,473 0,367 0,739 0,546 6,302 0,00 
Positif - 
Signifikan 
Sumber: Data Sekunder Diolah, 2017. 
Berdasarkan ringkasan hasil analisis regresi linear 
sederhana antara Pendapatan Asli Daerah (  ) terhadap 
Belanja Modal (Y) di atas, maka dapat diinterpretasikan 
sebagai berikut: 
(1) Nilai a (konstanta) dan b (koefisien regresi) untuk 
menentukan persamaan regresi. Nilai a dan b diperoleh 
dari tabel 20 tentang ringkasan hasil analisis regresi linear 
sederhana antara Pendapatan Asli Daerah (  ) terhadap 
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Belanja Modal (Y). Nilai a yang diperoleh sebesar 
83.622.288,473, sedangkan nilai b yang diperoleh sebesar 
0,367, sehingga dapat ditentukan persamaan regresi linear 
sederhana antara Pendapatan Asli Daerah (    terhadap 
Belanja Modal (Y) adalah sebagai berikut: 
Y = 83.622.288,473 + 0,367   
Nilai konstanta sebesar 83.622.288,473 menyatakan bahwa 
jika Pendapatan Asli Daerah (  ) sama dengan 0 maka 
besarnya nilai Belanja Modal adalah 83.622.288,473. 
Koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,367, 
sehingga jika Pendapatan Asli Daerah (  ) meningkat 
sebesar 1% maka besarnya Belanja Modal akan meningkat 
sebesar 36,7%. 
(2) Nilai koefisien determinasi (     ) yang merupakan 
kuadrat dari koefisien korelasi (    ) diperoleh dari tabel 
20 tentang ringkasan hasil analisis regresi linear sederhana 
anatara Pendapatan Asli Daerah (  ) terhadap Belanja 
Modal (Y). Nilai koefisien korelasi (    ) yang diperoleh 
sebesar 0,739 mengandung arti bahwa besarnya korelasi 
atau hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (  ) dengan 
Belanja Modal (Y) adalah sebesar 0,739. Koefisien 
korelasi (    ) yang bernilai positif (0,739) berarti bahwa 
Pendapatan Asli Daerah (  ) berpengaruh secara positif 
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terhadap Belanja Modal (Y). Nilai koefisien determinasi 
(     ) yang diperoleh sebesar 0,546 mengandung arti 
bahwa kemampuan Pendapatan Asli Daerah (  ) dalam 
menjelaskan Belanja Modal (Y) adalah sebesar 54,6 % 
(persen) sedangakan 45,4% dipengaruhi oleh faktor lain di 
luar persamaan regresi.  
(3) Pengujian signifikasi antara Pendapatan Asli Daerah (  ) 
terhadap Belanja Modal (Y) dilakukan dengan uji t. Nilai 
signifikansi dari tabel 20 adalah sebesar 0,000 lebih kecil 
dari 0,05 (0,000 < 0,05) mengandung arti bahwa 
Pendapatan Asli Daerah (  ) berpengaruh terhadap 
Belanja Modal (Y). Nilai t hitung yang diperoleh dari tabel 
17 sebesar 6,302 sementara nilai t tabel untuk α = 0,05; N 
= 35 dan k = 3 (t tabel =              =                    = 
             →dilihat di distribusi nilai t tabel) adalah 
sebesar 2,040. Nilai t hitung 6,302 lebih besar dari nilai t 
tabel 2,040 (t hitung 6,302 > t tabel 2,040) sehingga dapat 
disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (  ) 
berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal (Y). 
Berdasarkan interpretasi hasil analisis regresi linear 
sederhana antara Pendapatan Asli Daerah (  ) terhadap 
Belanja Modal (Y) maka dapat diambil kesimpulan bahwa 
hipotesis pertama, yaitu terdapat pengaruh positif Pendapatan 
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Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2016 diterima. Nilai 
signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 menyatakan 
bahwa bahwa Pendapatan Asli Daerah (  ) berpengaruh 
terhadap Belanja Modal (Y). Nilai koefisien korelasi (    ) 
sebesar 0,739 yang bernilai positif menyatakan bahwa 
Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja 
Modal sebesar 0,739 (73,9%). Nilai koefisien determinasi 
(     ) sebesar 0,546 menyatakan bahwa kemampuan 
Pendapatan Asli Daerah (  ) dalam menjelaskan Belanja 
Modal (Y) adalah sebesar 54,6% sedangkan 45,4% 
dipengaruhi oleh faktor lain di luar persamaan regresi. Nilai t 
hitung sebesar 6,302 yang lebih besar dari t tabel 2,040 
menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh 
secara signifikan terhadap Belanja Modal. 
b) Uji Hipotesis Kedua 
Uji hipotesis kedua merupakan analisis regresi linear 
sederhana antara dana Alokasi Umum (  ) terhadap Belanja 
Modal (Y). Hasil dari analisis regresi linear sederhana antara 





Tabel 21. Ringkasan Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana 






      
 
    t Sig. Keterangan 
DAU 106.174.150,496 0,405 0,806 0,650 7,824 0,000 
Positif - 
Signifikan 
Sumber: Data Sekunder Diolah, 2017. 
Berdasarkan ringkasan hasil analisis regresi linear 
sederhana antara Dana Alokasi Umum (    terhadap Belanja 
Modal (Y) di atas, maka dapat diinterpretasikan sebagai 
berikut: 
(1) Nilai a (konstanta) dan b (koefisien regresi) untuk 
menentukan persamaan regresi. Nilai a dan b diperoleh 
dari tabel 21 tentang ringkasan hasil analisis regresi linear 
sederhana antara Dana Alokasi Umum (  ) terhadap 
Belanja Modal (Y). Nilai a yang diperoleh sebesar 
106.174.150,496, sedangkan nilai b yang diperoleh sebesar 
0,405, sehingga dapat ditentukan persamaan regresi linear 
sederhana antara Dana Alokasi Umum (  ) terhadap 
Belanja Modal (Y) adalah sebagai berikut: 
Y = 106.174.150,496 + 0,405   
Nilai konstanta sebesar 106.174.150,496 menyatakan 
bahwa jika Dana Alokasi Umum (  ) sama dengan 0 maka 
besarnya nilai Belanja Modal (Y) adalah 106.174.150,496. 
Koefisien regresi Dana Alokasi Umum sebesar 0,405, 
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sehingga jika Dana Alokasi Umum (  ) meningkat sebesar 
1% maka besarnya Belanja Modal (Y) akan meningkat 
sebesar 40,5%. 
(2) Nilai koefisien determinasi (     ) yang merupakan 
kuadrat dari koefisien korelasi (    ) diperoleh dari tabel 
21 tentang ringkasan hasil analisis regresi linear sederhana 
antara Dana Alokasi Umum (    terhadap variabel Belanja 
Modal (Y). Nilai koefisien korelasi (    ) yang diperoleh 
sebesar 0,806 mengandung arti bahwa besarnya korelasi 
atau hubungan antara Dana Alokasi Umum (  ) dengan 
Belanja Modal (Y) adalah sebesar 0,806. Koefisien 
korelasi (    ) yang bernilai positif (0,806) berarti bahwa 
Dana Alokasi Umum (  ) berpengaruh secara positif 
terhadap Belanja Modal (Y). Nilai koefisien determinasi 
(     ) yang diperoleh sebesar 0,650 mengandung arti 
bahwa besarnya kemampuan Dana Alokasi Umum (  ) 
dalam menjelaskan Belanja Modal (Y) adalah sebesar 65% 
sedangkan 35% dipengaruhi oleh faktor lain diluar 
persamaan regresi. 
(3) Pengujian signifikasi antara Dana Alokasi Umum (  ) 
terhadap Belanja Modal (Y) dilakukan dengan uji t. Nilai 
signifikansi dari tabel 21 adalah sebesar 0,000 lebih kecil 
dari 0,05 (0,000 < 0,05) mengandung arti bahwa Dana 
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Alokasi Umum (  ) berpengaruh terhadap Belanja Modal 
(Y). Nilai t hitung yang diperoleh dari tabel 18 sebesar 
7,824 sementara nilai t tabel untuk α = 0,05; N = 35 dan k 
= 3 (t tabel =              =                    = 
             →dilihat di distribusi nilai t tabel) adalah 
sebesar 2,040. Nilai t hitung 7,824 lebih besar dari nilai t 
tabel 2,040 (t hitung 6,302 > t tabel 2,040) sehingga dapat 
disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (  ) berpengaruh 
secara signifikan terhadap Belanja Modal (Y). 
Berdasarkan interpretasi hasil analisis regresi linear 
sederhana antara Dana Alokasi Umum (  ) terhadap Belanja 
Modal (Y) maka dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis 
kedua, yaitu terdapat pengaruh positif Dana Alokasi Umum 
terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta tahun 2010-2016 diterima. Nilai signifikansi 0,000 
yang lebih kecil dari 0,05 menyatakan bahwa bahwa Dana 
Alokasi Umum (  ) berpengaruh terhadap Belanja Modal (Y). 
Nilai koefisien korelasi (    ) sebesar 0,806 yang bernilai 
positif menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (  ) 
berpengaruh positif terhadap Belanja Modal (Y) sebesar 0,806 
(80,6%). Nilai koefisiean determinasi (     ) sebesar 0,650 
berarti bahwa besarnya kemampuan Dana Alokasi Umum (  ) 
dalam menjelaskan Belanja Modal (Y) adalah sebesar 65%, 
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sedangkan 35% dipengaruhi oleh faktor lainnya di luar 
persamaan regresi. Nilai t hitung sebesar 7,824 yang lebih 
besar dari t tabel 2,040 menyatakan bahwa Dana Alokasi 
Umum berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal. 
c) Uji Hipotesis Ketiga 
Uji hipotesis ketiga dilakukan dengan analisis regresi linear 
sederhana antara Dana Alokasi Khusus (  ) terhadap Belanja 
Modal (Y). Hasil dari pengujian analisis regresi linear 
sederhana antara Dana Alokasi Khusus (  ) terhadap Belanja 
Modal (Y) adalah sebagai berikut: 
Tabel 22. Ringkasan Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana 






      
 
    t Sig. Keterangan 
DAK 134.901.677,986 0,655 0,427 0,182 2,710 0,011 
Positif - 
Signifikan 
Sumber: Data Sekunder Diolah, 2017. 
Berdasarkan ringkasan hasil analisis regresi linear 
sederhana antara Dana Alokasi Khusus (  ) terhadap Belanja 
Modal (Y) di atas, maka dapat diinterpretasikan sebagai 
berikut: 
(1) Nilai a (konstanta) dan b (koefisien regresi) untuk 
menentukan persamaan regresi. Nilai a dan b diperoleh 
dari tabel 22 tentang ringkasan hasil analisis regresi linear 
sederhana antara Dana Alokasi Khusus (  ) terhadap 
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Belanja Modal (Y). Nilai a yang diperoleh sebesar 
134.901.677,986, sedangkan nilai b yang diperoleh sebesar 
0,655, sehingga dapat ditentukan persamaan regresi linear 
sederhana antara Dana Alokasi Khusus (  ) terhadap 
Belanja Modal (Y) adalah sebagai berikut: 
Y = 134.901.677,986 + 0,655   
Nilai konstanta sebesar 134.901677,986 menyatakan 
bahwa jika Dana Alokasi Khusus (  ) sama dengan 0 
maka besarnya nilai Belanja Modal (Y) adalah 
134.901.677,986. Koefisien regresi Dana Alokasi Khusus 
sebesar 0,655, sehingga jika Dana Alokasi Khusus 
meningkat sebesar 1% maka besarnya Belanja Modal akan 
meningkat sebesar 65,5%. 
(2) Nilai koefisien determinasi (     ) yang merupakan 
kuadrat dari koefisien korelasi (    ) diperoleh dari tabel 
22 tentang ringkasan hasil analisis regresi linear sederhana 
antara Dana Alokasi Khusus (    terhadap variabel 
Belanja Modal (Y). Nilai koefisien korelasi (    ) yang 
diperoleh sebesar 0,427 mengandung arti bahwa besarnya 
korelasi atau hubungan antara Dana Alokasi Khusus (  ) 
dengan Belanja Modal (Y)  adalah sebesar 0,427. 
Koefisien korelasi (    ) yang bernilai positif (0,427) 
berarti bahwa Dana Alokasi Khusus (  ) berpengaruh 
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secara positif terhadap Belanja Modal (Y). Nilai koefisien 
determinasi (     ) yang diperoleh sebesar 0,182 
mengandung arti bahwa besarnya kemampuan Dana 
Alokasi Khusus (  ) dalam menjelaskan Belanja Modal 
(Y) adalah sebesar 18,2%  sedangkan 81,8% dipengaruhi 
oleh faktor lain di luar persamaan regresi. 
(3) Pengujian signifikasi antara Dana Alokasi Khusus (  ) 
terhadap Belanja Modal (Y) dilakukan dengan uji t. Nilai 
signifikansi dari tabel 22 adalah sebesar 0,011 lebih kecil 
dari 0,05 (0,011 < 0,05) mengandung arti bahwa Dana 
Alokasi Khusus (  ) berpengaruh terhadap Belanja Modal 
(Y). Nilai t hitung yang diperoleh dari tabel 22 sebesar 
2,710 sementara nilai t tabel untuk α = 0,05; N = 35 dan k 
= 3 (t tabel =              =                    = 
             →dilihat di distribusi nilai t tabel) adalah 
sebesar 2,040. Nilai t hitung 2,710 lebih besar dari nilai t 
tabel 2,040 (t hitung 2,710 > t tabel 2,040) sehingga dapat 
disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus (  ) 
berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal (Y). 
Berdasarkan interpretasi hasil analisis regresi linear 
sederhana antara Dana Alokasi Khusus (  ) terhadap Belanja 
Modal (Y) maka dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis 
ketiga, yaitu terdapat pengaruh positif Dana Alokasi Khusus 
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terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta tahun 2010-2016 diterima. Nilai signifikansi 0,011 
yang lebih kecil dari 0,05 menyatakan bahwa bahwa Dana 
Alokasi Khusus (  ) berpengaruh terhadap Belanja Modal 
(Y). Nilai koefisien korelasi (    ) sebesar 0,427 yang bernilai 
positif menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (  ) 
berpengaruh positif terhadap Belanja Modal (Y) sebesar 0,427 
(42,7%). Nilai koefisien determinasi (     ) sebesar 0,182 
mengandung arti bahwa besarnya kemampuan Dana Alokasi 
Khusus (  ) dalam menjelaskan Belanja Modal (Y) adalah 
18,2% sedangkan 81,8% dipengaruhi oleh faktor lainnya di 
luar persamaan regresi. Nilai t hitung sebesar 2,710 yang lebih 
besar dari t tabel 2,040 menyatakan bahwa Dana Alokasi 
Khusus (  ) berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja 
Modal (Y). 
2) Analisis Regresi Linear Berganda 
Analisis regresi linear berganda dengan tiga variabel yaitu 
Pendapatan Asli Daerah (  ), Dana Alokasi Umum (  ) dan Dana 
Alokasi Khusus (  ) terhadap Belanja Modal (Y) dilakukan untuk 
mengetahui pengaruh ketiga variabel secara bersama-sama 
(simultan) terhadap variabel dependen (Belanja Modal). Hasil dari 





Tabel 23. Ringkasan Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 
antara Pendapatan Asli Daerah (  ), Dana Alokasi 
Umum (  ) dan Dana Alokasi khusus (  ) Secara 





           
 

















Sumber: Data Sekunder Diolah, 2017 
Berdasarkan tabel hasil analisis regresi linear sederhana antara 
Pendapatan Asli Daerah (  ), Dana Alokasi Umum (  ) dan 
Dana Alokasi Khusus (  ) secara bersama-sama terhadap Belanja 
Modal (Y) di atas, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 
a) Nilai a (konstanta),    (koefisien regresi Pendapatan Asli 
Daerah),    (koefisien regresi Dana Alokasi Umum) dan    
(koefisien regresi Dana Alokasi Khusus) diperoleh dari tabel 
23 tentang ringkasan hasil analisis regresi linear berganda 
antara Pendapatan Asli Daerah (  ), Dana Alokasi Umum 
(  ) dan Dana Alokasi Khusus (  ) secara bersama-sama 
terhadap Belanja Modal (Y).  Nilai a (konstanta) yag 
diperoleh dari tabel 23 adalah sebesar -68.134.988,924. Nilai 
   (koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah) yang diperoleh 
dari tabel 23 adalah 0,216. Nilai    (koefisien regresi Dana 
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Alokasi Umum) yang diperoleh dari tabel 23 adalah 0,254. 
Nilai    (koefisien regresi Dana Alokasi Khusus) adalah 
0,178. Berdasarkan nilai a,   ,    dan    yang telah di peroleh 
berdasarkan tabel ringkasan hasil analisis regresi linear 
berganda, maka persamaan regresi linear berganda antara 
Pendapatan Asli Daerah (  ), Dana Alokasi Umum (  ) dan 
Dana Alokasi Khusus (  ), secara bersama-sama terhadap 
Belanja Modal (Y) dapat dinyatakan sebagai berikut: 
Y = -68.134.988,924 + 0,216  + 0,254  + 0,178   
Konstanta (a) dari persamaan regresi sebesar -68.134.988.924 
menyatakan bahwa jika tidak ada variabel independen 
(Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana 
Alokasi Khusus) atau variabel independen = 0, maka besarnya 
Belanja Modal tiap daerah sebesar -68.134.988,924. Koefisien 
regresi Pendapatan Asli Daerah (  ) sebesar 0,216 berarti jika 
Pendapatan Asli Daerah bertambah sebesar 1% maka akan 
menambah Belanja Modal sebesar 21,6%. Koefisien regresi 
Dana Alokasi Umum (  ) sebesar 0,254 berarti jika Dana 
Alokasi Umum bertambah sebesar 1% maka akan 
meningkatkan Belanja Modal sebesar 25,4%. Koefisien 
regresi Dana Alokasi Khusus (  ) sebesar 0,178 berarti jika 
Dana Alokasi Khusus bertambah sebesar 1% maka akan 
meningkatkan Belanja Modal sebesar 17,8%. 
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b) Koefisien korelasi regresi linear berganda (          ) yang 
merupakan kuadrat dari koefisien korelasi (         ) diperoleh 
dari tabel 23 tentang ringkasan hasil analisis regresi linear 
berganda. Nilai koefisien korelasi (         ) yang diperoleh 
adalah sebesar 0,882 berarti bahwa secara simultan (bersama-
sama) variabel Pendapatan Asli Daerah (  ), Dana Alokasi 
Umum (  ) dan Dana Alokasi Khusus (  ) berpengaruh 
positif terhadap Belanja modal (Y) sebesar 0,882 (88,2%). 
Koefisien determinasi (          ) yang diperoleh adalah 
sebesar 0,779, berarti kemampuan variabel independen dalam 
mendeskripsikan variabel dependen adalah sebesar 77,9%, 
sedangkan sisanya sebesar 22,1% dideskripsikan oleh faktor-
faktor lain di luar variabel dalam persamaan regresi. 
c) Pengujian signifikansi analisis regresi linear berganda antara 
Pendapatan Asli Daerah (  ), Dana Alokasi Umum (  ) dan 
Dana Alokasi Khusus (  ) secara bersama-sama terhadap 
Belanja Modal (Y) dilakukan dengan menggunakan uji F. 
Nilai signifikansi yang diperoleh dari hasil pengujian adalah 
sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05), sehingga 
secara simultan Pendapatan Asli Daerah (  ), Dana Alokasi 
Umum (  ) dan Dana Alokasi Khusus (  ) berpengaruh 
terhadap Belanja Modal (Y). Nilai F hitung yang diperoleh 
adalah sebesar 36,368, sedangkan nilai F tabel untuk N = 35, 
 97 
 
k = 3 dan α = 0,05 (F tabel =         =          =        → 
lihat nilai F tabel di distribusi nilai F tabel) adalah sebesar 
2,92. Nilai F hitung 36,368 lebih besar dari F tabel 2,92 (F 
hitung 36,368 > F tabel 2,92), sehingga dapat disimpulkan 
bahwa secara simultan Pendapatan Asli Daerah (  ), Dana 
Alokasi Umum (  ) dan Dana Alokasi Khusus (  ) 
berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal (Y). 
Berdasarkan interpretasi hasil analisis regresi linear berganda 
antara Pendapatan Asli Daerah (  ), Dana Alokasi Umum (  ) 
dan Dana Alokasi Khusus (  ) secara bersama-sama (simultan) 
terhadap Belanja Modal (Y) maka dapat diambil kesimpulan 
bahwa hipotesis keempat, yaitu terdapat pengaruh positif 
Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi 
Khusus terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta tahun 2010-2016 diterima. Nilai signifikansi 0,000 
yang lebih kecil dari 0,05 menyatakan bahwa bahwa Pendapatan 
Asli Daerah (  ), Dana Alokasi Umum (  ) dan Dana Alokasi 
Khusus (  ) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh 
terhadap Belanja Modal (Y). Nilai koefisien korelasi (          ) 
sebesar 0,882 yang bernilai positif menyatakan bahwa Pendapatan 
Asli Daerah (  ), Dana Alokasi Umum (  ) dan Dana Alokasi 
Khusus (  ) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif 
terhadap Belanja Modal (Y) sebesar 0,882 (88,2%). Nilai F hitung 
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sebesar 36,368 yang lebih besar dari F tabel 2,92 menyatakan 
bahwa Pendapatan Asli Daerah (  ), Dana Alokasi Umum (  ) 
dan Dana Alokasi Khusus (  ) secara bersama-sama (simultan) 
berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal (Y). 
B. Pembahasan 
1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal 
Hipotesis pertama dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif 
Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2016. Hasil pengujian hipotesis data 
dari tahun 2010 sampai dengan 2016 menggunakan analisis regresi linear 
sederhana menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (  ) berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap Belanja Modal (Y), sehingga hipotesis 
pertama diterima. Nilai konstanta (a) yang diperoleh adalah sebesar 
83.622.288,473 dan koefisien regresi (b) sebesar 0,367 sehingga 
persamaan regresi untuk mengetahui hubungan antara Pendapatan Asli 
Daerah (  ) terhadap Belanja Modal (Y) di Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 adalah Y = 
83.622.288,473 + 0,367  . Persamaan tersebut memiliki arti jika jika 
Pendapatan Asli Daerah (  ) naik satu persen (1%) maka Belanja Modal 
(Y) akan meningkat sebesar 0,367 (36,7%). Hasil pengujian menunjukkan 
koefisien korelasi (    ) sebesar 0,739 menunjukkan bahwa pengaruh 
Pendapatan Asli Daerah (  ) terhadap Belanja Modal (Y) di kabupaten 
dan kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2016 
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adalah positif sebesar 0,739 (73,9%). Koefisien determinasi (     ) 
sebesar 0,546 menunjukkan bahwa kemampuan Pendapatan Asli Daerah 
(  ) dalam mendiskirpsikan (menjelaskan) Belanja Modal (Y) adalah 
sebesar 54,6 persen. Selanjutnya untuk pengujian signifikansi pengaruh 
Pendapatan Asli Daerah (  ) terhadap Belanja Modal (Y) dilakukan 
dengan menggunakan uji t. Nilai t hitung yang diperoleh sebesar 6,302 
lebih besar dari t tabel sebesar 2,040 dengan tingkat signifikansi sebesar 
0,000 lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah 
(  ) berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal (Y) di 
kabupaten dan kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010 
sampai dengan tahun 2016.  
Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang 
berasal dari potensi daerah masing-masing yang harus selalu ditingkatkan 
dalam rangka pembiayaan pengeluaran daerah terumata untuk Belanja 
Modal. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat diambil 
kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan 
siginifikan terhadap Belanja Modal di kabupaten dan kota di Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010 sampai dengan 2016. Semakin 
tinggi Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan, maka Belanja Modal akan 
semakin tinggi (meningkat). Semakin rendah Pendapatan Asli Daerah 
yang dihasilkan, maka Belanja Modal akan semakin rendah (turun). 
Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu 
penelitian Fiona Puspita Devi Purwanto (2013) yang menyatakan bahwa 
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Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
Belanja Modal. Hal tersebut ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi 
(    ) sebesar 0,375, koefisien determinasi ( 
 
   ) 0,141, nilai t hitung 
4,612 > t tabel 1,15685 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Selain itu hasil 
dari penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Anjar Guritno dan Leny 
Suzan (2014) yang menyatakan Pendapatan Asli daerah berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap Belanja Modal ditunjukkan dengan nilai 
koefisien regresi (b) sebesar 1,015 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 
0,05. 
2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal 
Hipotesis kedua dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif 
Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2016. Hasil dari pengujian data yang 
diperoleh dari realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 
2010-2016 menggunakan analisis regresi linear sederhana menyatakan 
bahwa Dana Alokasi Umum (  ) berpengaruh positif dan siginifikan 
terhadap Belanja Modal (Y), sehingga hipotesis kedua dari penelitian ini 
diterima. Nilai konstanta (a) yang di peroleh adalah sebesar 
106.174.150,496 sedangkan nilai koefisen regresi (b) yang diperoleh 
sebesar 0,405, sehingga persamaan regresi untuk mengetahui hubungan 
antara Dana Alokasi Umum (  ) dan Belanja Modal (Y) dari tahun 2010 
sampai dengan 2016 adalah Y = 106.174.150,496 + 0,405  . Dari 
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persamaan tersebut diketahui  bahwa jika Dana Alokasi Umum (  ) 
meningkat sebesar satu persen, maka Belanja Modal (Y) akan mengalami 
peningkatan sebesar 0,405 (40,5%). Nilai koefisien korelasi (    ) sebesar 
0,806 menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (  ) berpengaruh 
terhadap Belanja Modal (Y) sebesar 0,806 (80,6%). Nilai koefisien 
determinasi (     ) sebesar 0,650 mengandung arti bahwa kemampuan 
Dana Alokasi Umum (  ) dalam memprediksikan Belanja Modal (Y) 
adalah sebesar 65% sedangkan 35% lainnya dipengaruhi oleh faktor-
faktor diluar persamaan regresi. Pengujian signifikansi pengaruh Dana 
Alokasi Umum (  ) terhadap Belanja Modal (Y) dilakukan dengan uji t. 
Nilai t hitung yang diperoleh dari pengujian adalah 7,824 lebih besar dari 
t tabel 2,040 dengan nilai signifikansi 0,000 yang menggambarkan bahwa 
Dana Alokasi Umum (  ) berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja 
Modal (Y).  
Dana Alokasi Umum merupakan salah satu dana perimbangan dari 
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang digunakan oleh 
pemerintah daerah untuk membiayai pengeluran daerah yang salah 
satunya adalah Belanja Modal. Berdasarkan hasil penelitian antara Dana 
Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dengan menggunakan analisis 
regresi linear sederhana diperoleh kesimpulan bahwa Dana Alokasi 
Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal di 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2016. Semakin tinggi 
Dana Alokasi Umum yang diterima oleh pemerintah daerah di Provinsi 
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Daerah Istimewa Yogyakarta maka Belanja Modal akan semakin 
meningkat. Semakin rendah Dana Alokasi Umum yang di terima 
pemerintah daerah, maka Belanja Modal akan semakin rendah. Walaupun 
demikian, jika besarnya Dana Alokasi Umum yang diberikan oleh 
pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 
semakin ditingkatkan maka akan berimbas pada tingkat ketergantungan 
yang tinggi oleh daerah kepada pemerintah pusat, sehingga tingkat 
kemandirian daerah rendah.  
Hasil dari penelitian ini didukung oleh penelitian Fiona Puspita Devi 
Purwanto yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaru 
postif terhadap Belanja Modal namun tidak siginifikan. Ada sedikit 
perbedaan dari hasil yang diperoleh disebabkan oleh peningkatan Dana 
Alokasi Umum dari setiap daerah berbeda-beda sehingga menyebabkan 
signifikan atau tidaknya pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja 
Modal. 
3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal 
Hipotesis ketiga dari penelitian ini adalah Terdapat pengaruh positif 
Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2016. Hasil dari pengujian data realisasi 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten 
dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010 sampai 
dengan 2016 menggunakan analisis regresi linear sederhana menyatakan 
bahwa Dana Alokasi Khusus (  ) berpengaruh positif dan signifikan 
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terhadap Belanja Modal (Y), sehingga hipotesis ketiga dari peneltian ini 
diterima. Nilai konstanta (a) yang di dapat sebesar 134.901.677,986 
sedangkan koefisien regresi (b) sebesar 0,655 sehingga persamaan regresi 
yang dihasilkan untuk mengetahui hubungan antara Dana Alokasi Khusus 
(  ) terhadap Belanja Modal (Y) adalah Y = 134.901.677,986 + 0,655  . 
Persamaan regresi tersebut mengandung arti bahwa jika Dana Alokasi 
Khusus (  ) meningkat sebesar satu persen, maka Belanja Modal (Y) 
akan mengalami peningkatan sebesar 0,655 (65,5%). Nilai koefisien 
korelasi (    ) antara Dana Alokasi Khusus (  ) dan Belanja Modal (Y) 
sebesar 0,427 menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (  ) 
berpengaruh terhadap Belanja Modal (Y) sebesar 0,427 (42,7%). 
Koefisien determinasi (     ) sebesar 0,182 menunjukkan bahwa 
kemampuan Dana Alokasi Khusus (  ) dalam menjelaskan Belanja 
Modal (Y) adalah sebesar 18,2%, sedangkan 81,8% dipengaruhi oleh 
faktor-faktor lain di luar persamaan regresi. Pengujian siginifikansi antara 
Dana Alokasi Khusus (  ) terhadap Belanja Modal (Y) dilakukan dengan 
menggunakan uji t. Nilai t hitung yang di dapat dari pengujian sebesar 
2,710 lebih besar dari t tabel 2,040 dengan nilai signifikansi 0,011 lebih 
kecil dari 0,05 sehingga menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (  ) 
berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal (Y).  
Dana Alokasi Khusus merupakan dana dari pemerintah pusat selain 
Dana Alokasi Umum yang tujukan untuk tujuan khusus untuk 
meningkatkan pelayanan publik dengan mengalokasikan dana tersebut ke 
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Belanja Modal pemerintah daerah. Berdasarkan hasil pengujian diketahui 
bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogykarta tahun 2010-2016. 
Semakin tinggi Dana Alokasi Khusus yang diterima oleh pemerintah 
daerah dari pemerintah pusat, maka Belanja Modal akan semakin 
meningkat. Semakin rendah Dana Alokasi Khusus yang diperoleh 
pemerintah daerah dari pemerintah pusat, maka Belanja Modal akan 
semakin rendah.  
Hasil dari penelitian ini sesuai dengan pernyataan Abdul Halim 
(2004) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Dana Alokasi Umum 
(DAU) dan Pendapatan Asi Daerah (PAD) bahwa sumber pendapatan 
daerah berupa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan 
mempunyai pengaruh terhadap Belanja Modal pemerintah daerah. Dana 
Alokasi Khusus merupakan bagian dari Dana Perimbangan sehingga 
Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hasil 
pengujian yang telah dilakukan menyatakan bahwa pengaruh Dana 
Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta tahun 2010-2016 adalah positif. 
4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana 
Alokasi Umum Secara Bersama-sama terhadap Belanja Modal 
Hipotesis keempat dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh 
positif Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi 
Khusus secara bersama-sama terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah 
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Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2016. Hasil dari pengujian data dari 
tahun 2010 sampai dengan 2016 dengan menggunakan analisis regresi 
linear berganda menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (  ), Dana 
Alokasi Umum (  ) dan Dana Alokasi Khusus (  ) secara bersama-sama 
berpengaruh dan signifikan terhadap Belanja Modal (Y) di Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010 sampai dengan 2016. Nilai 
konstanta (a) dari hasil pengujian adalah sebesar -68.134.988.924, 
sedangkan nilai koefisien regresi (  ) Pendapatan Asli Daerah sebesar 
0,216, nilai koefisien regresi (  ) Dana Alokasi Umum sebesar 0,254 dan 
nilai koefisien regresi (  ) Dana Alokasi Khusus sebesar 0,178. Dari nilai 
konstanta dan koefisien regresi yang diperoleh tersebut, maka persamaan 
regresi yang dapat digunakan adalah Y = -68.134.988.924 + 0,216  + 
0,254  + 0,178  . Persamaan regresi tersebut mengandung arti bahwa 
jika masing-masing variabel independen (Pendapatan Asli Daerah (  ), 
Dana Alokasi Umum (  ) dan Dana Alokasi Khusus (  )) mengalami 
peningkatan sebesar satu persen, maka Belanja Modal (Y) juga akan 
mengalami peningkatan sejumlah koefisien regresi dari masing-masing 
variabel independen. Nilai koefisien korelasi (         ) sebesar 0,882 
menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (  ), Dana Alokasi Umum 
(  ) dan Dana Alokasi Khusus (  ) secara bersama-sama berpengaruh 
terhadap Belanja Modal (Y) sebesar 0,882 (88,2%). Nilai koefisien 
determinasi (          ) sebesar 0,779 menunjukkan bahwa kemampuan 
Pendapatan Asli Daerah (  ), Dana Alokasi Umum (  ) dan Dana 
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Alokasi Khusus (  ) secara bersama-sama dalam menjelaskan Belanja 
Modal (Y) adalah sebesar 77,9% sedangkan 22,1% dipengaruhi oleh 
faktor-faktor lain di luar persamaan regresi berganda. Pengujian 
signifikansi dalam regresi berganda dilakukan dengan menggunakan uji 
F. Nilai F hitung yang diperoleh adalah sebesar 36,368 lebih besar dari F 
tabel 2,92 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. 
Hal tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (  ), Dana 
Alokasi Umum (  ) dan Dana Alokasi Khusus (  ) secara bersama-sama 
berpengaruh secara siginifikan terhadap Belanja Modal (Y). 
Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi 
Khusus merupakan bagian dari sumber-sumber pendapatan daerah yang 
mempengaruhi pemerintah daerah dalam pengalokasian Belanja Modal. 
Berdasarkan hasil pengujian analisis regresi linear berganda menunjukkan 
bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi 
Khusus secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-
2016. Semakin meningkat ketiga variabel tersebut, maka Belanja Modal 
akan semakin meningkat, begitu juga sebaliknya.  
C. Keterbatasan Penelitian 
Keterbatasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan tiga 
variabel untuk mendiskripsikan Belanja Modal, yaitu Pendapatan Asli 
Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Belanja Modal 
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dipengaruhi oleh pendapatan daerah,  pendapatan daerah sendiri terdiri 
dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum, 
Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil) dan Lain-lain Pendapatan 
Daerah yang sah, sehingga masih banyak faktor (variabel) lain yang 
belum diteliti dalam penelitian ini untuk mendiskripsikan Belanja Modal. 
2. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang 
hanya terdiri dari empat kabupaten dan satu kota, sehingga periode tahun 
yang digunakan dalam penelitian cukup panjang mulai dari tahun 2010 
















BAB V  
SIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab iv, maka 
kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Pendapatan Asli Daerah (  ) 
terhadap Belanja Modal (Y) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
tahun 2010-2016. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi 
(    ) sebesar 0,739, nilai koefisien determinasi ( 
 
   ) sebesar 0,546 dan 
nilai t hitung 6,302 > t tabel 2,040 pada tingkat signifikansi 0,05. 
2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Dana Alokasi Umum (  ) 
terhadap  Belanja Modal (Y) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
tahun 2010-2016. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi 
(    ) sebesar 0,806, nilai koefisien determinasi ( 
 
   ) sebesar 0,650 dan 
nilai t hitung 7,824 > t tabel 2,040 pada tingkat signifikansi 0,05. 
3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Dana Alokasi Khusus (  ) 
terhadap Belanja Modal (Y) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
tahun 2010-2016. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi 
(    ) sebesar 0,427, nilai koefisien determinasi ( 
 
   ) sebesar 0,182 dan 
nilai t hitung 2,710 > t tabel 2,040 pada tingkat signifikansi 0,05. 
4. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Pendapatan Asli Daerah (  ), 
Dana Alokasi Umum (  ) dan Dana Alokasi Khusus (  ) secara bersama-
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sama terhadap Belanja modal (Y) di Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta tahun 2010-2016. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien 
korelasi (         ) sebesar 0,882, nilai koefisien determinasi ( 
 
        ) 
sebesar 0,779 dan nilai F hitung 36,368 > F tabel 2,92 pada tingkat 
signifikansi 0,05. 
B. Implikasi  
Berdasarkan kesimpulan di atas, implikasi dari penelitian ini adalah: 
1. Telah teruji bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap Belanja Modal yang menunjukkan dengan semakin 
tinggi Pendapatan Asli Daerah maka semakin tinggi Belanja Modal, 
sehingga diperlukan upaya lebih dari pemerintah daerah dalam 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 
2. Telah teruji bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap Belanja Modal yang menunjukkan dengan semakin 
meningkatnya Dana Alokasi Umum maka Belanja Modal semakin 
meningkat sehingga pemerintah daerah harus mengelola dan 
memanfaatkan Dana Alokasi Umum dengan seharusnya untuk 
kepentingan dan fasilitas publik. 
3. Telah teruji bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap Belanja Modal yang menunjukkan dengan semakin 
meningkatnya Dana Alokasi Khusus maka Belanja Modal semakin 
meningkat sehingga pemerintah harus memanfaatkan Dana Alokasi 





Berdasarkan kesimpulan dan impikasi di atas, maka penulis memberikan 
saran sebagai berikut: 
1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Derah Istimewa 
Yogyakarta diharapkan terus menggali sumber-sumber Pendapatan Asli 
Daerah secara intensifikasi maupun ekstensifikasi sehingga Pendapatan 
Asli Daerah terus menigkat dari tahun ke tahun dan alokasi Belanja 
Modal juga semakin meningkat serta tercipta kemadirian daerah. Selain 
itu, pemerintah daerah juga harus mengelola dengan baik Dana Alokasi 
Umum dan Dana Alokasi Khusus yang merupakan dana transfer dari 
pemerintah pusat agar lebih mengutamakan pengalokasian ke Belanja 
Modal. 
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel yang 
digunakan dalam penelitian agar lebih lengkap dan bervariasi. Variabel 
yang digunakan dapat menggunakan sektor keuangan seperti Dana Bagi 
Hasil, Pertumbuhan Ekonomi ataupun sektor non keuangan seperti 
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DATA REALISASI PAD, DAU, DAK DAN BELANJA MODAL DI 















DATA REALISASI PAD, DAU, DAK DAN BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH 
DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
TAHUN 2010-2016 (DALAM RIBUAN RUPIAH) 
No Tahun  Kab/Kota  PAD   DAU   DAK   Belanja Modal  
1 2010 Kulon Progo     48.589.685       411.293.618      41.614.100           46.582.089  
2 2010 Bantul     81.637.099       573.512.337      60.565.500         123.249.280  
3 2010 Gunungkidul     42.542.031       521.293.704      77.574.200           47.001.129  
4 2010 Sleman   163.056.459       563.320.892      69.847.300           99.812.269  
5 2010 Kota Yogyakarta   179.423.640       395.444.062      13.599.100           54.040.432  
6 2011 Kulon Progo     53.752.294       444.043.865      48.336.500         105.604.886  
7 2011 Bantul   128.896.456       625.060.827      45.919.200         119.417.030  
8 2011 Gunungkidul     54.426.419       572.008.916      59.156.800         111.021.474  
9 2011 Sleman   226.686.250       631.920.733      42.650.300           96.111.399  
10 2011 Kota Yogyakarta   228.870.562       436.129.821        1.761.900           59.151.113  
11 2012 Kulon Progo     74.028.664       531.104.016      45.379.520         147.830.580  
12 2012 Bantul   166.597.778       768.034.584      63.281.450         140.106.753  
13 2012 Gunungkidul     67.050.782       687.944.489      70.584.420         164.360.940  
14 2012 Sleman   301.069.539       795.708.767      52.237.390         132.536.252  
15 2012 Kota Yogyakarta   338.839.606       536.466.614        6.485.350           88.335.891  
16 2013 Kulon Progo     95.991.513       594.978.790      52.894.140         123.313.525  
17 2013 Bantul   224.197.864       854.810.634      47.196.880         183.269.840  
18 2013 Gunungkidul     83.427.448       779.069.238      59.793.058         156.373.178  
19 2013 Sleman   449.270.306       891.589.912      50.823.330         206.859.866  
20 2013 Kota Yogyakarta   383.052.140       597.212.209        6.220.630         167.079.742  
21 2014 Kulon Progo   158.623.927       639.409.211      47.077.300         146.576.953  
22 2014 Bantul   357.411.064       949.252.188      60.914.370         310.415.291  
23 2014 Gunungkidul   159.304.338       847.388.294      46.172.145         127.289.722  
24 2014 Sleman   577.380.071       952.102.502      48.673.210         265.485.461  
25 2014 Kota Yogyakarta   470.634.763       618.742.253        2.249.900         193.078.280  
26 2015 Kulon Progo   170.822.327       657.260.489      53.806.400         226.055.713  
27 2015 Bantul   390.624.492       942.850.827      72.359.660         334.880.395  
28 2015 Gunungkidul   196.099.245       872.566.961      84.971.370         238.175.034  
29 2015 Sleman   643.130.080       984.410.612      57.469.896         426.782.827  
30 2015 Kota Yogyakarta   510.548.823       622.365.351        2.342.700         256.395.157  
31 2016 Kulon Progo   180.273.364       718.490.508    212.673.879         241.983.753  
32 2016 Bantul   404.454.704       999.814.365      99.372.455         284.060.533  
33 2016 Gunungkidul   206.278.865       954.997.369    253.996.628         234.690.533  
34 2016 Sleman   717.151.176    1.014.310.630    240.745.571         344.002.326  









































a. Dependent Variable: Belanja Modal 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 ,882
a
 ,779 ,757 45517200,16076 





Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 226045066970849344,000 3 75348355656949776,000 36,368 ,000
b
 
Residual 64226280824714184,000 31 2071815510474651,000   
Total 290271347795563520,000 34    
a. Dependent Variable: Belanja Modal 





Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. Collinearity 
Statistics 







,044   
Pendapatan 
Asli Daerah 








,178 ,149 ,116 1,199 ,240 ,762 1,313 
a. Dependent Variable: Belanja Modal 
 
Correlations 










1 ,564** ,164 
Sig. (1-tailed)  ,000 ,173 
N 35 35 35 
Dana Alokasi Umum 
Pearson 
Correlation 
,564** 1 ,472** 
Sig. (1-tailed) ,000  ,002 
N 35 35 35 
Dana Alokasi Khusus 
Pearson 
Correlation 
,164 ,472** 1 
Sig. (1-tailed) ,173 ,002  



















1 3,451 1,000 ,00 ,02 ,00 ,02 
2 ,339 3,190 ,00 ,17 ,00 ,70 
3 ,189 4,274 ,11 ,57 ,01 ,12 
4 ,021 12,723 ,88 ,25 ,98 ,17 
a. Dependent Variable: Belanja Modal 
 













a. Dependent Variable: Belanja Modal 





Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 ,882
a
 ,779 ,757 45517200,16076 
a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum 





Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 226045066970849344,000 3 75348355656949776,000 36,368 ,000
b
 
Residual 64226280824714184,000 31 2071815510474651,000   
Total 290271347795563520,000 34    
a. Dependent Variable: Belanja Modal 






Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 










,216 ,051 ,435 4,206 ,000 
Dana Alokasi Umum ,254 ,058 ,506 4,379 ,000 
Dana Alokasi Khusus ,178 ,149 ,116 1,199 ,240 









 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 54319136,0000 387538080,0000 178900542,4571 81537625,19642 35 
Std. Predicted 
Value 




8515673,000 29428048,000 14633699,990 4826949,172 35 
Adjusted 
Predicted Value 




95510248,00000 ,00000 43462722,64309 35 
Std. Residual -1,668 2,098 ,000 ,955 35 





116254928,00000 -384850,39062 49978937,36786 35 
Stud. Deleted 
Residual 
-1,765 2,504 ,003 1,045 35 
Mahal. Distance ,219 13,240 2,914 2,860 35 
Cook's Distance ,000 ,291 ,040 ,069 35 
Centered 
Leverage Value 
,006 ,389 ,086 ,084 35 




























 ,003 -,092 
Sig. (2-tailed) . ,000 ,986 ,601 










Sig. (2-tailed) ,000 . ,001 ,857 







 1,000 ,154 
Sig. (2-tailed) ,986 ,001 . ,378 





-,092 -,032 ,154 1,000 
Sig. (2-tailed) ,601 ,857 ,378 . 
N 35 35 35 35 





Model Variables Entered Variables Removed Method 
1 Lnx3, Lnx1, Lnx2
b
 . Enter 
a. Dependent Variable: Lnei2 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 ,302
a
 ,091 ,003 2,36429 





Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 17,351 3 5,784 1,035 ,391
b
 
Residual 173,286 31 5,590   
Total 190,637 34    
a. Dependent Variable: Lnei2 





Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 19,435 37,969  ,512 ,612 
Lnx1 ,535 ,779 ,182 ,687 ,497 
Lnx2 -,309 2,620 -,035 -,118 ,907 
Lnx3 ,600 ,489 ,306 1,228 ,229 



















a. Dependent Variable: Belanja Modal 





Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 
1 ,882
a
 ,779 ,757 45517200,16076 1,519 
a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum 





Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 226045066970849344,000 3 75348355656949776,000 36,368 ,000
b
 
Residual 64226280824714184,000 31 2071815510474651,000   
Total 290271347795563520,000 34    
a. Dependent Variable: Belanja Modal 





Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) -68134988,924 32493839,673  -2,097 ,044 
Pendapatan Asli Daerah ,216 ,051 ,435 4,206 ,000 
Dana Alokasi Umum ,254 ,058 ,506 4,379 ,000 
Dana Alokasi Khusus ,178 ,149 ,116 1,199 ,240 





 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 




95510248,00000 ,00000 43462722,64309 35 
Std. Predicted 
Value 
-1,528 2,559 ,000 1,000 35 
Std. Residual -1,668 2,098 ,000 ,955 35 
a. Dependent Variable: Belanja Modal 
 
Runs Test 




Cases < Test Value 17 
Cases >= Test Value 18 
Total Cases 35 
Number of Runs 20 
Z ,348 










Model Variables Entered Variables Removed Method 
1 Pendapatan Asli Daerah
b
 . Enter 
a. Dependent Variable: Belanja Modal 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 ,739
a
 ,546 ,532 63183614,87121 





Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 158529764585174880,000 1 158529764585174880,000 39,710 ,000
b
 
Residual 131741583210388640,000 33 3992169188193595,000   
Total 290271347795563520,000 34    
a. Dependent Variable: Belanja Modal 





Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 83622288,473 18511265,908  4,517 ,000 
Pendapatan Asli Daerah ,367 ,058 ,739 6,302 ,000 





Model Variables Entered Variables Removed Method 
1 Dana Alokasi Umum
b
 . Enter 
a. Dependent Variable: Belanja Modal 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 ,806
a
 ,650 ,639 55505005,27093 





Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 188604762661406912,000 1 188604762661406912,000 61,219 ,000
b
 
Residual 101666585134156592,000 33 3080805610125957,500   
Total 290271347795563520,000 34    
a. Dependent Variable: Belanja Modal 





Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) -106174150,496 37623211,291  -2,822 ,008 
Dana Alokasi Umum ,405 ,052 ,806 7,824 ,000 








Model Variables Entered Variables Removed Method 
1 Dana Alokasi Khusus
b
 . Enter 
a. Dependent Variable: Belanja Modal 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 ,427
a
 ,182 ,157 84820828,40611 





Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 52850441056127312,000 1 52850441056127312,000 7,346 ,011
b
 
Residual 237420906739436224,000 33 7194572931498067,000   
Total 290271347795563520,000 34    
a. Dependent Variable: Belanja Modal 





Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 134901677,986 21658597,751  6,229 ,000 
Dana Alokasi 
Khusus 
,655 ,242 ,427 2,710 ,011 
a. Dependent Variable: Belanja Modal 
 













a. Dependent Variable: Belanja Modal 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 ,882
a
 ,779 ,757 45517200,16076 





Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 226045066970849344,000 3 75348355656949776,000 36,368 ,000
b
 
Residual 64226280824714184,000 31 2071815510474651,000   
Total 290271347795563520,000 34    
a. Dependent Variable: Belanja Modal 








Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 










,216 ,051 ,435 4,206 ,000 
Dana Alokasi Umum ,254 ,058 ,506 4,379 ,000 
Dana Alokasi Khusus ,178 ,149 ,116 1,199 ,240 
































SURAT IJIN PENELITIAN DAN SURAT KETERANGAN DARI BADAN 









































































REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
PEMERINTAH DAERAH (KABUPATEN DAN KOTA) DI PROVINSI 
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010-2016 
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